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INTISARI 
ANDI YENNI YUNIANTI, Nomor Pokok E121 10 005, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi 
dengan judul: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI 
SELATAN” di bawah bimbingan Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si dan Drs. 
A. M. Rusli, M.Si.  
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan aturan disiplin 
dan penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tipe 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, 
mengadakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi 
sebanyak mungkin dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
masalah yang diteliti dan penelitian pustaka dengan mengumpulkan data 
melalui dokumen-dokumen tertulis, buku-buku, laporan-laporan, serta 
peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 
serta ditunjang oleh data sekunder.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
belum optimal sedangkan penerapan hukuman disiplin telah sesuai 
dengan aturan disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 
2010. 
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ABSTRACT 
ANDI YENNI YUNIANTI, E121 10 005 Governmental Science 
Program, Political Government Department, Faculty of Social and Political 
Science, writing thesis with the tittle “IMPLEMENTATION OF CIVIL 
SERVANTS DISCIPLINARY POLICY IN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 
SULAWESI SELATAN” (adviser I, Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si and 
adviser II, Drs. A. M.Rusli, M.Si). 
The aim of this study to analyze enforcement of disciplinary rules 
and implementation of civil service disciplinary sanction in Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan based on Government Regulation 
No. 53 Tahun 2010 about discipline of civil servants. The type of this 
research is qualitative descriptive. Technique of data collecting used direct 
observation to the main object, held interview with informant to get 
comprehensive information by asking some question about the main 
problem. Study of literature by reading books, magazine, newspaper, 
documents, legislation and other information that relevant with the object 
of research and supported by secondary data. 
The result of research showed that enforcement of disciplinary rules 
in Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan is still not optimal whereas 
the application of disciplinary sanctions in accordance with the rules of 
discipline of civil servants is Government Regulation No. 53 Tahun 2010. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk 
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia 
aparatur negara.  
Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan 
baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi 
dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi 
adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih 
berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan nasional.  
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah awal yang harus 
dilakukan adalah meningkatkan disiplin pegawai. Disiplin yang dimaksud 
mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-
peraturan yang berlaku, besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-
tugas yang diberikan, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak 
untuk menerima sanksi dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh 
apabila melanggar tugas dan wewenang. (WS.Widodo, 1980:60).  
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Pada dasarnya jiwa kedisiplinan tersebut mutlak harus dimiliki, 
ditanamkan dan dipupuk oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai 
aparatur birokrasi dalam pelaksanaan berbagai rutinitas keseharian, hal ini 
mengingat eratnya hubungan antara disiplin dalam kerja dengan motivasi 
kerja yang berimbas pada produktivitas dan pelayanan prima pada 
masyarakat yang juga merupakan tujuan dari reformasi birokrasi.  
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai 
pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diharapkan menjadi suatu landasan 
hukum yang mampu menciptakan aparatur yang profesional dalam  
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.   
Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa adalah aparatur yang seluruh tindakannya dapat 
dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi moral maupun dari segi 
peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan orientasi 
kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan nasional. 
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan 
pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan aparatur 
negara dalam melaksanakan tugasnya, terutama dari segi kepegawaian. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan selalu siap sedia dalam 
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melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung 
jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, 
serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu 
aparatur pemerintah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat 
penting sebagai penggerak dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi 
masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra 
kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Akan tetapi 
dalam suatu instansi pemerintah para pegawainya sering melakukan 
pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, bermalas-malasan dalam 
bekerja, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan-penyimpangan 
lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan 
sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan 
pembangunan nasional dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan 
pada masyarakat.  
Salah satunya adalah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga menjadi obyek dalam penelitian ini. 
Yang terlihat dalam pengamatan penulis (pada tanggal 21 dan 22 Oktober 
2013) adalah masih ada beberapa pegawai di dinas tersebut yang 
melakukan pelanggaran disiplin terutama dalam jam kerja seperti datang 
terlambat, tidak mengikuti upacara dan apel pagi, bahkan ada beberapa 
pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja. Dan berdasarkan 
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penelitian sebelumnya oleh Rivani Alfinita (2012), juga menyimpulkan 
bahwa:  
“pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
terdapat pegawai yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya 
sebagai pegawai pemerintah dengan baik, rendahnya disiplin 
kerja pegawai serta penempatan pegawai yang tidak sesuai 
dengan fungsi dan keahliannya, yang mencerminkan kurang 
jelasnya deskripsi pekerjaan serta rendahnya performa yang 
dimiliki pegawai.” 
 
Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai salah satu unsur utama sumber daya manusia aparatur negara 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan dibidang pendidikan. Dan sosok 
pegawai yang mampu memainkan peranan tersebut adalah pegawai yang 
mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi. 
Oleh karena itu kedisiplinan pegawai sangat penting dalam 
mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan 
yang baik kepada masyarakat.  
Menyimak uraian tersebut, maka penegakan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) kini sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih 
serius, salah satunya dengan melakukan suatu penelitian, dan peneliti pun 
memilih judul : “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Bagaimana penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan?  
2. Bagaimana penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan 
penelitian yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian  ini adalah : 
a. Secara teoritis.  
1. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Pemerintahan yang 
berkaitan dengan kedisiplinan aparatur negara. 
2. Sebagai informasi bagi mereka yang mau mengadakan penelitian lanjutan. 
b. Secara Praktis.  
Menjadi input yang berharga bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan masukan atau 
menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana di atur dalam PP No. 53 Tahun 2010. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan 
masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori 
tentang implementasi kebijakan serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang 
diteliti, sebagai berikut :  
2.1. Konsep Kebijakan 
 Konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan 
dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang 
diterminologikan dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep 
“kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam 
bahasa politik diistilahkan sebagai “statemen of intens” atau perumusan 
keinginan (Budiarjo, 1972).  
 Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai 
penyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau 
paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan 
yang dikehendaki.   
 Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap 
bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif 
sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah 
tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant 
Nugroho, 2008:30).   
 Menurut E.S Quade, dalam buku yang berjudul Public Policy 
(2008:425) mengatakan bahwa : 
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“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian 
terapan yang dilakukan untuk dapat memahami secara 
mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan 
pemecahan yang lebih baik”. 
 Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai 
aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan 
kebijakan. Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (1990), tahap yang 
harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi 
kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan tahap-tahap 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Penyusunan Agenda 
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang 
sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses 
inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai 
masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. 
2) Formulasi Kebijakan 
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan 
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah 
tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang 
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.  
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3) Adopsi Kebijakan 
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada 
proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu 
masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan 
mengikuti arahan pemerintah. 
4) Implementasi Kebijakan 
Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan 
dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini akan ditemukan 
apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan 
atau tidak. 
5) Evaluasi Kebijakan 
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 
substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi 
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi 
kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan 
dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, 
evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-
masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 
menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap 
dampak kebijakan.  
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan 
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 Rencana adalah adalah 20 persen keberhasilan, 
implementasi adalah 60 persen, sisanya 20 persen adalah bagaimana kita 
mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang 
paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai 
dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah 
konsistensi implementasi.  
 Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak 
kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan 
langkah yang ada yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan 
publik tersebut.  
 Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu 
tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program 
kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan 
yang diinginkan.  
 Wahab dalam Setyadi (2005) mengutip pendapat para pakar 
yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya 
menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 
sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, 
ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 
mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya 
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berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif, dengan demikian 
dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan 
pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak utnuk 
memberikan dukungan.   
 Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur 
dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan 
dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan 
dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang 
dihadapi (Ekowati, dkk 2005). 
2.3. Teori-teori Implementasi Kebijakan 
2.3.1. Teori Merilee S. Grindle (1980) 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) 
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan 
implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: 
1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target 
groups termuat dalam isi kebijakan. 
2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. 
3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah 
kebijakan. 
4) Apakah letak pengambilan keputusan sudah tepat. 
5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
implementornya dengan rinci, dan 
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6) Apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang 
memadai.  
 
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 
1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang 
dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan. 
2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. 
3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
2.3.2. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan 
secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan 
publik. Menurut Van Meter dan Carl E.Van Horn dalam buku Public Policy 
(2008:653) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, 
yakni:  
1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran 
kebijakan harus  jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. 
2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) 
maupun sumberdaya non-manusia (non-human resourse).  
3) Hubungan antar organisasi. Komunikasi antar organisasi 
dan kegiatan pelaksanaan mempengaruhi sikap para 
pelaksana dan badan pelaksana. 
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4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik 
agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 
yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu 
kebijakan. 
5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini 
mempengaruhi variabel badan pelaksana dan variabel sikap 
para pelaksana, sehingga dapat mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan. 
6) Sikap para pelaksana atau implementor. Sikap para 
pelaksana atau  implementor yang telah terbentuk oleh 
berbagai variabel, yang mempengaruhi prestasi kerja 
sebaliknya prestasi kerja akan dipengaruhi pula oleh badan 
pelaksana. 
2.3.3. Teori Mazmanian dan Sabatier 
Teori Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis 
implementasi. Dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) 
mengemukakan bahwa :  
“implementasi adalah upaya untuk melaksanakan 
keputusan kebijakan.” 
Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi 
kebijakan dalam tiga variabel. 
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1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah 
dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori 
dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan 
seperti apa yang dikehendaki. 
2) Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan 
untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator 
kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori 
kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan 
hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari 
lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan 
keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan 
yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan 
dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, 
dukungan publik, sikap dan risoris konstituen, dukungan 
pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas 
kepemimpinan dari pejabat pelaksana. 
3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi 
dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan 
pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, 
kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata 
tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan 
yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan 
kebijakan yang bersifat mendasar. 
2.3.4. Teori George Edward  
Dalam pandangan Edwards III (1980:1), implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling 
berhubungan satu sama lain : 
1) Komunikasi.  
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 
dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta 
tanggapan dari para pihak yang terlibat. 
2) Sumber daya.  
Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya 
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan 
dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out 
kebijakan secara efektif. 
3) Disposisi.  
Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para 
implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan 
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saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk 
melaksanakan kebijakan. 
4) Struktur birokrasi.  
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi 
birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan 
publik.  
 
2.4. Pengertian Disiplin 
Disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan 
atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. 
Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak 
terhadap pekerjaan. (I.G. Wursanto, 1989:108).  
Soegeng Prijodarminto (1994:25) dalam bukunya “Disiplin Kiat 
Menuju Sukses” memberikan pengertian disiplin adalah : 
“suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 
dari serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban”. 
Nilai-nilai kepatuhan, ketaatan dan ketertiban itu tercipta dan 
terbentuk melalui suatu proses. Proses di sini dapat berupa binaan melalui 
keluarga, pendidikan formal dan pengalaman atau pengenalan dari 
keteladanan dan lingkungannya.  
Soegeng Prijodarminto juga mengemukakan bahwa disiplin 
mempunyai tiga aspek, yaitu :  
a. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat 
dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, 
pengendalian pikiran, dan pengendalian watak.  
b. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku 
norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa 
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sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian 
yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan atau 
aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat 
mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses).  
c. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan 
kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat 
dan tertib. 
M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994:153) berpendapat bahwa 
adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah : 
“ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan 
melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk 
pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku”. 
Wirjo Surachmad (1993:24) dalam buku Wawasan Kerja Aparatur 
Negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah :  
“sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah 
laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan 
atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan 
Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat”.  
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai 
yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi 
tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk 
menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan 
untuk menaati sebuah peraturan. 
Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrid S. Susanto (1974:305) juga 
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mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka 
disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :  
a. Disiplin yang bersifat positif.   
b. Disiplin yang bersifat negatif.  
Salah satu tugas seorang pemimpin adalah untuk mengusahakan 
terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif, dengan demikian 
dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif.  
Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau 
tradisi yang menunjukkan seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan 
keadaan, adapun disiplin negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang 
disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman.   
Alex S. Nitisemito (1980:260) lebih memperjelas arti dan makna 
displin, antara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat 
diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi 
yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.  
Menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah 
dimuat di dalam Bab III Pasal 29 UU No.43 Tahun 1999 sebagai berikut:  
“Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib 
dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil”. 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri 
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Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan 
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.  
Dalam penjelasan pasal 29 UU No.43 Tahun 1999, ada beberapa 
keharusan yang harus dilaksanakan yaitu : 
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan 
peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan 
perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang 
berhak. 
2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta 
memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
3. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan 
sebaik-baiknya. 
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap 
masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasan.  
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam Peraturan Disiplin PNS tersebut diatur ketentuan-ketentuan 
mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang 
berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, dan berlakunya 
keputusan hukuman disiplin.  
Dengan demikian, maka disiplin merupakan praktek secara nyata 
dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam 
suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan 
saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh suatu instansi 
pemerintah. 
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2.5. Pengertian Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 1 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah : 
“setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999, maka Pegawai 
Negeri terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil,  
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia,  
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
 
Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan pula bahwa 
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan  
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.  
Dan pasal 2 ayat (3) yaitu di samping Pegawai Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat 
mengangkat pegawai tidak tetap. 
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat 
(3) dari UU No. 43 Tahun 1999 ditegaskan bahwa : 
Pasal 2 ayat (2) 
a) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja 
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pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi 
Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan 
Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan 
tugas negara lainnya.  
b) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang 
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 
dipekerjakan di luar instansi induknya.  
c) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah 
yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya 
dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 
Pasal 2 ayat (3)  
a. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai 
yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap 
tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 
Pegawai Negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh 
yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan peraturan 
perundang-undangan pada umumnya Pegawai Negeri diberikan tugas 
kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  
Pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan 
dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan demikian maka, setiap 
Pegawai Negeri wajib melaksanakan tugas kedinasan yang telah 
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan 
tanggung jawab.  
2.6. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
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Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan 
kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :  
“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur 
Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam 
penyelengaran tugas Negara, pemerintahan, dan 
pembangunan.” 
Berdasarkan bunyi Pasal 3 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa :  
1. Pegawai Negeri baik yang berpangkat rendah maupun yang 
berpangkat tinggi adalah unsur aparatur Negara.  
2. Sebagai unsur aparatur Negara Pegawai Negeri bertugas 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan: 
a. Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya 
tidak melakukan perbuatan yang berisifat KKN, yaitu 
korupsi, kolusi, dan nepotisme.  
b. Adil, dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya 
harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun. 
c. Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-
kepentingan yang dilayani mempunyai hak yang sama 
dengan yang lainnya.  
3. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum 
pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi 
pembangunan, atau dengan kata lain, pemerintah bukan 
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hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga 
harus mampu menggerakkan dan memperlancar 
pembangunan untuk kepentingan Rakyat. 
Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 berbunyi :  
"Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh 
semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif 
dalam membeikan pelayanan kepada masyarakat."  
Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
seorang Pegawai Negeri dalam menjalankan tugasnya harus bertindak 
secara netral. Pengertian netral yang dimaksud yaitu, pegawai negeri 
dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan suku, agama, 
golongan, atau partai politik, agar dapat menjalankan tugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.  
Hak pegawai negeri diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu :  
1. Pasal 7 (1), (2) dan (3) yang berisi bahwa Setiap Pegawai 
Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai 
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang 
diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu 
produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Gaji Pegawai 
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Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
2. Pasal 8 : Mengatur tentang hak pegawai negeri untuk cuti. 
Maksud cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam 
waktu yang ditentukan.  
3. Pasal 9 : Mengatur hak setiap pegawai negeri yang ditimpa 
oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas 
berhak memperoleh perawatan.  
4. Pasal 10 : Mengatur hak setiap pegawai negeri untuk pensiun 
bagi pegawai negeri yang telah memenuhi syarat.  
5. Pasal 18 : Mengatur pemberian hak kenaikan pangkat pegawai 
negeri yang dilaksanakan berdasarkan system kenaikan 
pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. 
Kenaikan pangkat reguler adalah hak, oleh karena itu apabila 
seseorang pegawai negeri telah memenuhi syarat yang telah 
ditentukan tanpa terikat jabatan dan dapat dinaikkan 
pangkatnya, kecuali ada alasan-alasan yang menundanya.  
Adapun kewajiban Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 
ditentukan bahwa setiap PNS wajib: 
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS  
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.  
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.  
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4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.  
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada 
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 
jawab.  
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 
martabat PNS.  
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 
sendiri, seseorang, dan/atau golongan.  
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau 
menurut perintah harus dirahasiakan.  
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan Negara.  
10.  Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 
keamanan, keuangan, dan materiil.  
11.  Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.  
12.  Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.  
13.  Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 
dengan sebaik-baiknya. 
14.  Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.  
15.  Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.  
16.  Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan karier.  
17.  Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang. 
Mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, yaitu : 
1. Menyalahgunakan wewenang;  
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan 
orang lain; 
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk 
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 
lembaga swadaya masyarakat asing; 
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, 
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 
tidak sah; 
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6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, 
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara; 
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan 
dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 
pekerjaannya; 
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
10.  Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah 
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian 
bagi yang dilayani; 
11.  Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
12.  Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil   
presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan 
daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara: 
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan 
atribut partai atau atribut PNS; 
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan 
PNS lain; dan/atau 
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 
fasilitas negara; 
13.  Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden 
dengan cara: 
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon selama masa kampanye;dan/atau 
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat; 
14.  Memberikan dukungan kepada calon anggota dewan 
perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto 
kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda 
penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
15.  Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil 
kepala daerah, dengan cara: 
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a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung 
calon kepala daerah/wakil kepala daerah; 
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan 
dalam kegiatan kampanye; 
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon selama masa kampanye; dan/atau 
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 
2.7.  Dasar Hukum Pelaksananan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, 
profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan diperlukan 
adanya suatu regulasi atau aturan yang memuat pokok-pokok kewajiban, 
larangan dan sanksi yang apabila kewajiban tersebut tidak ditaati dan atau 
larangan tidak dihindari. 
Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagi berikut : 
a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan 
Lembaran Negara No 3041).  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta 
(Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3201).  
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c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil.  
d. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004 tentang Larangan 
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
g. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 
Sipil.  
i. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1997 tentang PNS 
yang menduduki jabatan rangkap. 
Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut, 
diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai 
Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun 
dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan 
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mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya 
pembinaan oleh para Pegawai Negeri Sipil.  
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebagaimana telah 
dijelaskan di dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) dari UU No. 43 tahun 
1999 yaitu bahwa :  
“agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan 
tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu 
diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, 
yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik bagi 
Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah”. 
Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Pegawai Negeri Sipil pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai 
Negeri Sipil daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan 
pembinaan aparatur negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, 
kepegawaian maupun sarana, dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan 
aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, benar-
benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, bersih, kuat, berdaya 
guna, dan berhasil guna. 
2.8. Sanksi dalam Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan 
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan 
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagi pegawai yang melanggar 
aturan disiplin tersebut, tentu saja harus mendapatkan sanksi atau biasa 
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disebut dengan hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk 
memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin.  
Adapun pengertian pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 1 ayat 
(3) PP No.53 Tahun 2010 adalah:  
“setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri 
Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar 
larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”. 
 
Yang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata-kata yang 
diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam 
rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat 
komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan merupakan pernyataan pikiran dan 
atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam 
bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu. 
Dan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. 
Menurut pasal 1 angka 4 dari PP Nomor 53 Tahun 2010, disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah : 
“hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil 
karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. 
Selanjutnya pada pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 disebutkan pula 
mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang 
mana terdiri dari tiga tingkatan yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan 
hukuman disiplin berat. Serta jenis hukuman disiplin mulai dari teguran 
lisan, tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, 
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penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, 
hingga pemberhentian tidak dengan hormat. 
2.9. Pejabat yang Mempunyai Wewenang Menghukum 
Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menghukum adalah 
pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman 
disiplin adalah sebagai berikut : 
1. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin :  
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda 
golongan ruang IV/c ke atas. 
b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat 
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. 
c. pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang memangku jabatan struktural eselon I, atau jabatan 
lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentian 
berada di tangan Presiden. 
30 
 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pusat di lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada 
Pelaksana BPK adalah Sekretaris Jenderal, kecuali jenis 
hukuman disiplin: 
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 
berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c 
ke atas. 
b. pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan 
lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentian 
berada di tangan Presiden. 
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua 
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-masing, 
kecuali jenis hukuman disiplin : 
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 
berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c 
ke atas. 
b. pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan 
lain yang wewenang pengangkatan serta 
pemberhentiannya berada di tangan Presiden. 
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4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, untuk 
semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan masing-
masing, kecuali untuk hukuman disiplin berupa, pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai 
Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda 
golongan ruang IV/c ke atas, atau Pegawai Negeri Sipil Daerah 
yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan 
pemberhentiannya berada di tangan Presiden. 
5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi 
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang dipekerjakan pada 
perwakilan RI di luar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan 
pada Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di 
luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin berupa : 
a. Teguran lisan. 
b. Teguran tertulis. 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
d. Pembebasan dari jabatan. 
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Penegakan Aturan Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil 
a. Kewajiban 
1. Masuk kerja dan menaati ketentuan 
jam kerja. 
2. Mencapai sasaran kerja pegawai 
yang ditetapkan. 
3. Memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya kepada masyarakat. 
b. Larangan 
1. Menerima hadiah atau pemberian 
apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan 
dan/atau pekerjaannya. 
2. Melakukan suatu tindakan yang 
dapat menghalangi atau 
mempersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi yang dilayani. 
3. Memberi atau menyanggupi akan 
memberi sesuatu kepada siapapun 
baik secara langsung atau tidak 
langsung dan dengan dalih apapun 
untuk diangkat dalam jabatan. 
 
Peraturan 
Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 
tentang 
Disiplin 
Pegawai Negeri 
Sipil 
Mengatur 
tentang : 
a. Kewajiban 
b. Larangan  
c. Sanksi atau 
Hukuman Disiplin 
 
Penerapan Hukuman 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
1. Hukuman disiplin ringan 
2. Hukuman disiplin sedang 
3. Hukuman disiplin berat 
 
2.10. Kerangka Konsep 
                            Gambar 2.1 
                            Kerangka Konseptual 
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Sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan, maka setiap 
aparatur dituntut untuk dapat berperan sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat yang senantiasa harus dapat siap dalam menjalankan 
tugasnya. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, 
profesional, dan bermoral tersebut, diperlukan peraturan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. 
Disiplin aparatur pemerintah dapat diartikan sebagai sikap yang 
senantiasa mematuhi peraturan disiplin dalam melaksanakan tugas 
ditempatnya bekerja.  
Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum 
bagi pegawai negeri untuk menciptakan penyelegaraan pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa. Selain itu, pemerintah kemudian membuat 
kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang mana dalam peraturan 
tersebut secara garis besar mengatur tentang kewajiban, larangan dan 
sanksi. 
Penegakan aturan disiplin di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan dilihat dari sejauhmana pegawai menaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang telah ditentukan. Adapun kewajiban yang 
dipilih peneliti adalah mematuhi jam kerja, mencapai sasaran kerja yang 
telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan yang 
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dimaksud disini adalah pelayanan administrasi, berupa pelayanan 
permohonan bantuan sosial. Dan larangan yang dipilih peneliti yaitu 
menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya, melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan 
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan. Serta tentunya penerapan sanksi atau hukuman 
disiplin bagi pegawai yang indisipliner atau melanggar aturan disiplin.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Perintis 
Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea. 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 
suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan 
tentang implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
3.3.1. Jenis Data. 
Jenis data adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak berbentuk angka, seperti 
gambaran umum instansi, struktur organisasi, hasil wawancara dan data-
data lain yang menunjang penelitian.  
3.3.2. Sumber Data terdiri dari: 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan 
pengamatan secara langsung serta mengadakan wawancara dengan 
pihak-pihak yang berkompeten. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi 
dokumen yang dihimpun dari buku-buku, arsip, aturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan bahan atau 
sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.  
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
1. Penelitian Pustaka (Library Reseacrh) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-
dokumen tertulis, laporan-laporan, serta peraturan perundang-
undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.  
2. Penelitian Lapang (Field Research) adalah penelitian yang bertujuan 
untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penulisan 
proposal ini. Untuk itu maka penulis mengadakan :  
a. Observasi.  
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Teknik  observasi  dilakukan  dengan  cara mengadakan 
pengamatan secara langsung terhadap penegakan aturan disiplin 
dan penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  
b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan informan 
untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, dengan 
menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara tidak 
terstruktur yang telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga 
pertanyaan yang diajukan dapat mencapai sasaran yang 
dikehendaki. 
3. Penelusuran data On-line 
Data diperoleh dengan cara mengakses internet, untuk 
mencari sumber data yang berkenaan dengan penelitian yang 
akan dilaksanakan. 
3.5. Informan Penelitian 
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, memerlukan 
informan yang mempunyai pemahaman dan/atau yang terlibat langsung 
dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang 
akurat.  
Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif 
dengan maksud atau tujuan tertentu. Dalam hal ini,  informan yang dipilih 
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dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan 
dilaksanakan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3) Kepala Sub Bagian Keuangan. 
4) Kepala Sub Bagian Program. 
5) 7 orang Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
6) 2 orang masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan. 
3.6. Analisis Data 
Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.  
3.7. Definisi Konseptual 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian ini maka disusun definisi konseptual yang dapat dijadikan 
sebagai acuan sebagai berikut :  
1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam penelitian ini 
merupakan kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang berdasarkan pada Peraturan 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 
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2. Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yang 
dimaksud dengan kewajiban untuk patuh terhadap jam kerja 
adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan 
pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di 
tempat umum bukan karena dinas. Dan apabila berhalangan 
hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang 
berwenang. 
2) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.  Yang 
dimaksud sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja dan 
target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun 
dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan 
pegawai. 
3) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
masyarakat. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah  
pelayanan permohonan bantuan sosial yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai 
dengan Standar Pelayanan. Dalam penelitian ini 
dioperasionalkan melalui standar pelayanan yang telah 
ditetapkan, sebagai berikut : 
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a) Dasar hukum yaitu terkait dengan aturan-aturan yang 
mengatur pelaksanaan pelayanan permohonan bantuan 
sosial. 
b) Persyaratan yaitu terkait dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan yang harus dipenuhi oleh 
masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan 
sosial. 
c) Mekanisme yaitu terkait dengan alur atau prosedur 
pelayanan permohonan bantuan sosial.  
d) Waktu yaitu terkait dengan jangka waktu yang telah 
ditetapkan untuk menyelesaikan proses dalam pelayanan 
permohonan bantuan sosial. 
e) Biaya yaitu terkait dengan besaran biaya yang 
dikeluarkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan 
proses pelayanan permohonan bantuan sosial. 
3. Larangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 
pekerjaannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah PNS 
dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut 
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 
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atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan. 
2) Melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau 
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Yang 
dimaksud disini adalah pelayanan yang kurang responsif, 
dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 
3) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu 
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak 
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam 
jabatan. Yang dimaksud disini adalah pengangkatan 
jabatan tidak dilakukan berdasar aturan yang ada, 
melainkan dengan sogokan agar diangkat dalam jabatan. 
4. Hukuman disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi 
yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun tingkat dan jenis hukuman 
disiplin yaitu sebagai berikut : 
1) Tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari : 
a. Hukuman disiplin ringan. 
b. Hukuman disiplin sedang. 
c. Hukuman disiplin berat. 
2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 
a) teguran lisan,  
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b) teguran tertulis, dan  
c) pernyataan tidak puas secara tertulis.  
3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari  
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,  
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan  
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun.  
4) Serta hukuman disiplin berat terdiri dari : 
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun,  
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah, pembebasan dari jabatan,  
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai PNS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar 
4.1.1. Sejarah Kota Makassar 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di 
lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan 
pada Undang undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.  
Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah 
menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang 
pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, 
wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan 
mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, 
dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah 
Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan 
Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan.  
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Pada perkembangan selanjutnya Nama Kota Ujung Pandang 
dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya 
Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat 
yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari 
kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku 
bisnis. Dan hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun 
sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan 
hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 November 1607. 
4.1.2. Keadaan Geografis 
4.1.2.1. Letak dan Batas Wilayah 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan 
kata lain, wilayah kota Makassar berada pada 119°24'17'38” bujur timur 
dan 5°8'6'19” lintang selatan.  
Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
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         Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Makassar 
4.1.2.2. Luas Wilayah 
Luas wilayah Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² dengan jumlah 
kecamatan di kota Makassar adalah sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 
143 kelurahan. Berikut dapat dilihat pada tabel 4.1 mengenai jumlah 
kelurahan menurut kecamatan di Kota Makassar. 
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Tabel 4.1 
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan  
Di Kota Makassar Tahun 2012 
 
N
o. 
K
ode 
wil. 
Kecamatan 
Kelura
han 
R
W 
R
T 
(
1) 
(
2) 
(3) (4) (
5) 
(
6) 
1 
0
10 
Mariso 9 
4
7 
2
17 
2 
0
20 
Mamajang 13 
5
6 
2
83 
3 
0
30 
Tamalate 10 
1
08 
5
33 
4 
0
31 
Rappocini 10 
1
04 
5
55 
5 
0
40 
Makassar 14 
6
9 
3
69 
6 
0
50 
Ujung 
Pandang 
10 
3
7 
1
39 
7 
0
60 
Wajo 8 
4
5 
1
65 
8 
0
70 
Bontoala 12 
5
7 
2
57 
9 
0
80 
Ujung Tanah 12 
5
0 
1
98 
1
0 
0
90 
Tallo 15 
7
7 
4
55 
1
1 
1
00 
Panakukkan
g 
11 
9
1 
4
70 
1
2 
1
01 
Manggala 6 
6
5 
3
50 
  
13 
  
110 
Biringkanaya 7 
1
01 
4
99 
1
4 
1
11 
Tamalanrea 6 
6
7 
3
37 
Jumlah 143 
9
74 
4
.827 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013 
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4.1.3. Kependudukan 
Penduduk Kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 
jiwa yang terdiri dari 676.744 laki-laki dan 692.862 perempuan. Berikut 
jumlah penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan yaitu sebagai 
berikut : 
Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
Di Kota Makassar Tahun 2012 
 
N
o. 
K
ode 
wil. 
Kecamatan 
Penduduk 
Jumlah 
 
Laki
-laki 
Pere
mpuan 
1 
0
10 
Mariso 28.165 28.165 56.524 
2 
0
20 
Mamajang 28.892 30.278 59.170 
3 
0
30 
Tamalate 87.551 89.396 176.947 
4 
0
31 
Rappocini 74.811 79.373 154.184 
5 
0
40 
Makassar 40.400 41.672 82.027 
6 
0
50 
Ujung 
Pandang 
12.829 14.372 27.201 
7 
0
60 
Wajo 14.410 15.220 29.630 
8 
0
70 
Bontoala 26.580 27.935 54.515 
9 
0
80 
Ujung 
Tanah 
23.597 23.532 47.129 
1
0 
0
90 
Tallo 67.504 67.279 134.783 
1
1 
1
00 
Panakukka
ng 
70.439 71.869 142.308 
1
2 
1
01 
Manggala 61.386 61.452 122.838 
1
3 
1
10 
Biringkanay
a 
88.297 88.819 177.116 
1
4 
1
11 
Tamalanrea 51.882 53.352 105.234 
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Kota Makassar 676.744 692.862 1.369.606 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013 
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah 
kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 177.116 jiwa, disusul kecamatan 
Tamalate sebanyak 176.947 jiwa. Kecamatan Rappocini sebanyak 
154.184 jiwa, kecamatan Panakukkang sebanyak 142.308 jiwa, 
kecamatan Tallo sebanyak 134.783 jiwa, kecamatan Manggala sebanyak 
122.838 jiwa dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang 
sebanyak 27.201 jiwa.  
Dan ditinjau dari kepadatan penduduk, kecamatan Makassar 
adalah terpadat yaitu 32.550 jiwa/km², disusul kecamatan Mariso yaitu 
31.057 jiwa/km², kecamatan Mamajang 26.298 jiwa/km² Sedang 
kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan 
penduduk terendah yaitu sekitar 3.305 jiwa/km², kemudian kecamatan 
Biringkanaya 3.673 jiwa/km², kecamatan Manggala 5.089 jiwa/km², 
kecamatan Ujung Tanah 7.934 jiwa/km², kecamatan Panakkukang 8.347 
jiwa/km², kecamatan Tamalate 8.536 jiwa/km², kecamatan Ujung Pandang 
10.327 jiwa/km². 
Berikut dapat dilihat pada tabel 4.3 presentase penduduk dan 
kepadatan penduduk yang dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.3.  
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut 
Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2012 
 
N
o. 
K
ode 
wil. 
Kecamatan 
Present
ase Penduduk 
(%) 
Kepadata
n Penduduk 
1 
0
10 
Mariso 4,17 30.993 
2 
0
20 
Mamajang 4,40 26.471 
3 
0
30 
Tamalate 12,76 8.536 
4 
0
31 
Rappocini 11,28 16.526 
5 
0
40 
Makassar 6,10 32.730 
6 
0
50 
Ujung 
Pandang 
2,01 10.327 
7 
0
60 
Wajo 2,19 14.894 
8 
0
70 
Bontoala 4,05 26.054 
9 
0
80 
Ujung Tanah 3,49 7.935 
1
0 
0
90 
Tallo 10,03 23.254 
1
1 
1
00 
Panakukkan
g 
10,56 8.371 
1
2 
1
01 
Manggala 8,74 4.896 
1
3 
1
10 
Biringkanay
a 
12,52 3.512 
1
4 
1
11 
Tamalanrea 7,70 3.272 
Kota Makassar 100,00 7.693 
   Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013 
4.1.4. Visi dan Misi Kota Makassar 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi 
jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 
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Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni : 
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya 
dan Jasa yang berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan 
Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah 
Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis 
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 
2005-2010 yakni : “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan 
yang Bermartabat dan Manusiawi” sehingga untuk menjamin 
konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan 
agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari 
waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah : 
“Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. 
Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : Pertama, yakni jiwa dan 
semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, 
terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan 
regional, nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap 
memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah 
dibangun sebelumnya, ditandai dengan  keterbukaan untuk menerima 
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perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai 
yang menjadi warisan sejarah masa lalu.  
Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 
(lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan 
visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, 
sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan 
kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan 
lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur Indonesia, 
serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat 
dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar 
Tahun 2010 sebagai berikut :  
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang 
Bermartabat dan Manusiawi”. 
Visi tersebut di atas mengandung makna :  
1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan 
dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan 
maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya 
peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.  
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap 
bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar.  
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3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil 
dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang 
relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas 
budi pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan 
pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah 
Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin 
dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan 
hubungan manusia dengan alam.  
MISI 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 tersebut 
di atas yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya 
Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota 
Makassar Tahun 2010 sebagai berikut : 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur 
bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.   
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui 
optimalisasi potensi lokal.  
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat.  
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4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai 
agama berbasis kemajemukan masyarakat.  
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik,bersih dan 
beribawah melalui peningkatan profesionalisme aparatur.  
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib 
lingkungan.   
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
4.2. Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
Latar belakang terbentuknya kantor Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan, yaitu pada masa terbentuknya Negara Indonesia Timur 
(NIT) yang dikepalai oleh menteri pengajaran yang bernama Katoppo. 
Kantor wilayah pada waktu itu bertempat di gedung SMA Candra Kirana 
yang sekarang berada di jalan Sungai Tangka. Pada tahun 1946-1950, 
Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan berubah menjadi 
Inspektur Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan yang dikepalai oleh Azis 
Nompo. 
Pada tahun 1950  Inspektur Pendidikan di daerah Sulawesi Selatan 
berubah namanya menjadi Kantor Jawatan Pengajaran Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dikepalai oleh H. Sondat dan wakilnya Mangindaan. Kantor  
tersebut bertempat di kantor  Walikota Madya Tk. II Ujung Pandang yang 
sekarang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani. 
Pada tahun 1957 kantor tersebut berubah nama menjadi 
Perwakilan Depatermen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Provinsi 
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Sulawesi Selatan Tenggara. Tahun 1961 kantor tersebut dijabat oleh S. N.  
Turangan dan wakilnya H. Laside. Kemudian pada bulan Agustus 1964, 
H. Laside diangkat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan 
Dasar dan Kebudayaan sampai pada tahun 1967 dan pada tahun itu juga 
jabatan diserahkan kepada Syamsudin Tang. Tahun 1968, Kepala 
Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 
diseraterimakan dari Syamsudin Tang kepada E. Agus Salim Mokodompit, 
M. A. sebagai kepala biro Organisasi Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. 
Pada tanggal 19 desember 1979 jabatan Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan 
diserahkan kepada Drs. A. Rasyid yang sebelumnya sebagai Staf Ahli 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Tanggal 11 desember 
1981 jabatan tersebut beralih dari Drs. A. Rasyid kepada Letkol Soepomo. 
Pada tanggal 22 februari 1983 Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahterimakan 
kepada Drs. Athaillah. Tahun 1987 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. 
Athaillah kepada Drs. Aminuddin Mahmud. 
Berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan 
nomor : 09/MPK/1991 tanggal 17 februari 1991, jabatan kepala kantor 
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Selatan diserahterimakan dari Drs. Amiruddin Machmud kepada Drs. 
Abdul Djabbar. Selanjutnya, keputusan Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan RI nomor: 217/C/1993 pergantian jabatan kepala kantor 
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Selatan pada tanggal 4 januari 1994 dari Drs. Abdul Djabbar diganti oleh 
Drs. Amiruddin Maula yang sebelumnya menjabat sebagai kepala kantor 
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Timur. Kemudian jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahterimakan dari Drs. 
Amiruddin Maula kepada Ir. H. M. Arifin Thalib. 
Pada tanggal 1 januari 2001, jabatan kepala kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan 
diserahterimakan dari Ir. H. M. Arifin Thalib kepada Drs. Ngaro, M. Pd. 
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 
173/O/1983 tentang struktur organisasi vertikal, tata kerja kepala kantor 
Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Selatan 
berubah nama menjadi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dijabat oleh Drs. Ngaro, M. Pd dan Wakilnya Drs. A. Muh. 
Noer Sanusi, M. Si. 
Pada tanggal 25 April 2003, Drs. H Ngaro, M. Pd.  Menyelesaikan 
masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan digantikan oleh 
Drs. H. A. Muh. Noer Sanusi, M. Si. dan Drs. Hanafi Mappasomba, M. Pd. 
sebagai wakilnya. Setelah tanggal 31 Oktober 2005 Drs. H.A. Muh. Noer 
Sanusi,M. Si. mengakhiri masa jabatannya dan diganti oleh Drs. H. A. 
Patabai Pabokori yang sebelumnya menjadi bupati Kabupaten Bulukumba 
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dan Drs. H. Hanafi Mappasomba tetap menjadi Wakil Kepala Dinas 
Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 1 November 2006 Drs. Hanafi 
Mappasomba, memasuki masa jabatan sehingga digantikan oleh Drs. 
Muh. Saleh Gottang. Mengakhiri masa kerja Drs. H. A. Patabai Pabokori 
pada tanggal 1 Juli 2012 digantikan oleh Drs. H. Abdullah Djabbar, M.Pd. 
sebagai pelaksana tugas pada tanggal 2 Juli 2012 yang mana 
sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Drs. Muh. Saleh Gottang hingga 
memasuki masa pensiun. 
4.3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan berupaya menyusun Perencanaan Strategisk (Renstra) 
sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (Properda) dan 
Perencanaan Strategik (Renstra) Provinsi Sulawesi Selatan dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan akuntabilitas 
kinerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dinilai 
dengan merumuskan pernyataan Visi.  
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran 
kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh suatu unit 
kerja/instansi. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan 
cita dan citra yang ingin diwujudkan yakni : 
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“Mewujudkan Pendidikan Di Sulawesi Selatan Yang Mandiri 
Dan Berkualitas Guna Terciptanya Masyarakat Madani Yang 
Bernafaskan Keagamaan” 
Visi tersebut mencerminkan aspirasi cita-cita sebagai berikut : 
a. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dimiliki 
keunggulan dalam proses pembelajaran di sekolah dan memiliki 
hasil belajar yang memadai. 
b. Pendidikan bagi semua anak usia sekolah pada tingkat pendidikan 
dasar dan menengah mengandung komitmen yang kuat untuk 
memberikan kesempatan kepada semua anak usia sekolah dan 
memperoleh pelajaran pendidikan yang memadai. 
c. Memiliki daya saing yang tinggi ditingkat daerah nasional dan global 
untuk mendukung terciptanya iklim pendidikan yang inovatif dan 
kompetitif. 
MISI 
Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan mempunyai Misi. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau 
dilaksanakan sesuai Visi yang telah ditetapkan agar Dinas Pendidikan 
dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Misi tersebut adalah : 
a. Mengembangkan pembinaan Pendidikan yang berorientasi kepada 
kebutuhan daerah, nasional dan global. 
b. Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kompetitif. 
c. Meningkatkan Profesionalisme tenaga kependidikan. 
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d. Memantapkan standar kendali mutu dan relevansi pendidikan serta 
pendayagunaan sarana dan prasarana. 
e. Mengembangkan pembinaan pendidikan yang berorientasi pada 
penguasaan Iptek dan Imtaq, Wawasan Keunggulan, Budaya, 
Penumbuhan Jiwa Patriotic serta mendorong terciptanya 
masyarakat belajar. 
f. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan program 
kepemudaan, Olah raga seni dan budaya pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. 
g. Mengembangkan program pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar dan menengah yang sesuai adat istiadat, agama dan 
kemajuan Iptek. 
Pernyataan Misi tersebut sangat berkaitan dengan keterlibatan 
pihak luar termasuk masyarakat dalam pembangunan pendidikan, karena 
merekalah yang berhak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 
4.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Susunan struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi pada 
kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas: 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi 
penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan 
Dinas Pendidikan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang 
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pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dan melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas 
dan fungsinya. 
2. Sekretaris 
Sekretaris Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang sekretaris yang 
mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi 
umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi 
dan tata laksana, koordinasi, perencanaan dan pengendalian, serta 
pengawasan program pembangunan pendidikan.  
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Subag umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepada sub 
bagian yang memunyai tugas pokok melakukan pengurusan 
ketatausahaan dinas yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, 
penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, 
pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, kehumasan, serta urusan 
adminstrasi kepegawaian dinas serta melaksanakan tugas kedinasan 
lainnya sesuai dengan bidangnya. 
4. Sub Bagian Program 
Kepala sub bagian program mempunyai tugas pokok mengurus 
data dan informasi, penyusunan rencana dan pengendalian program, 
monitoring dan evaluasi, menilai usulan program dan kegiatan lingkup 
Dinas Pendidikan, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi 
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, 
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menyusun rancangan program Dinas Pendidikan untuk jangka pendek 
dan jangka panjang serta rencana strategis bidang pendidikan 
melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangnya.  
5. Sub bagian keuangan 
Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok menyusun 
dan mengelola administrasi keuangan, laporan dan pertanggungjawaban 
keuangan, mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan 
(LHP) terkait urusan keuangan, mengendalikan dan memonitoring 
pengelolaan keuangan dinas serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya 
sesuai dengan bidangnya. 
6. Bidang Pendidikan Dasar  
Kepala bidang pendidikan dasar yang mempunyai tugas pokok 
menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi, serta 
mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dinas pendidikan di bidang 
pendidikan dasar (TK, SD, SMP), pendidikan khusus dan pendidikan 
layanan khusus serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
A. Seksi Kurikulum dan Penilaian 
Kepala seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas pokok 
melakukan penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi, dan supervise 
pembinaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, kerangka dasar dan 
struktur kurikulum, dan penilaian hasil belajar, serta pembinaan kesiswaan 
pada bidang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan 
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layanan khusus serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai 
dengan bidangnya. 
B. Seksi pembinaan manajemen sekolah 
Kepala seksi pembinaan manajemen sekolah mempunyai tugas 
pokok membina dan mengembangkan manajemen sekolah, pengawasan 
terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana, koordinasi 
penyelenggaraan akreditasi, dan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga 
pendidikan, dan penjaminan mutu pada bidang pendidikan dasar, serta 
melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangnya. 
C. Seksi pembinaan pendidikan dan tenaga 
kependidikan 
Kepala seksi pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan 
mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembinaan dan pengembangan 
profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, analisis kebutuhan, 
pengangkatan dan penetapan pendidik dan tenaga kependidikan PNS 
untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada bidang pendidikan 
dasar serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidangnya. 
7. Bidang pendidikan menengah atas 
Kepala bidang pendidikan menengah atas memiliki tugas pokok, 
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengawasan, menyusun program kerja seksi kurikulum dan penilaian 
serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan dinas pendidikan pada 
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bidang pendidikan menengah atas (SMA, pendidikan khusus dan 
pendidikan layanan khusus) serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya 
sesuai dengan bidangnya. 
A. Seksi kurikulum dan penilaian 
Kepala seksi kurikulum mempunyai tugas pokok menyusun 
program kerja, melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan 
penjabaran kurikulum berdasarkan standar isi dan kompetensi bidang 
pendidikan menengah atas, dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan 
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah atas, 
serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangnya. 
B. Seksi pembinaan manajemen sekolah 
Kepala seksi pembinaan manajemen sekolah mempunyai tugas 
pokok membina dan mengembangkan manajemen sekolah, pengawasan 
terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana, koordinasi 
penyelenggaraan akreditasi, dan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga 
pendidikan, dan penjaminan mutu pada bidang pendidikan menengah 
atas. serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidangnya. 
C. Seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
Kepala seksi pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan 
mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembinaan dan pengembangan 
profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, analisis kebutuhan, 
pengangkatan dan penetapan pendidik dan tenaga kependidikan PNS 
63 
 
untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada bidang pendidikan 
menengah atas, memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan pendidik 
dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tuga kedinasan lainnya 
sesuai dengan bidangnya. 
8. Bidang pendidikan menengah kejuruan 
Kepala bidang pendidikan menengah kejuruan mempunyai tugas 
pokok menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi serta 
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendidikan pada 
bidang pendidikan menengah kejuruan, pengawasan pemenuhan standar 
nasional sarana dan prasarana pendidikan dan pendayagunaan bantuan 
sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan pembinaan 
pendidik serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidangnya. 
A. Seksi kurikulum dan penilaian 
Kepala seksi mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, 
rencana kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan 
penjabaran kurikulum berdasarkan standar isi dan kompetensi bidang 
pendidikan menengah kejuruan, dan penilaian pada bidang pendidikan 
menengah kejuruan, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis standar, kriteria dan sistem evaluasi pelaksanaan 
kurikulum serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
bidangnya. 
B. Seksi Pembinaan Manajemen Sekolah 
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Kepala seksi pembinaan manajemen sekolah mempunyai tugas 
pokok membina dan mengembangkan manajemen sekolah, menyusun 
rencana kegiatan seksi pembinaan manajemen sekolah pengawasan 
terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana, kordinasi 
penyelenggaraan akreditasi, dan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga 
pendidikan, dan penjaminan mutu pada bidang pendidikan menengah 
kejuruan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
C. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Kepala seksi pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan 
memunyai tugas pokok, melaksanakan pembinaan dan pengembangan 
profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, analisis penetapan 
pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf 
internasional pada bidang pendidikan menengah kejuruan serta 
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya. 
9. Bidang pendidikan nonformal-informal 
Bidang pendidikan nonformal-informal dipimpin oleh seorang 
kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasaan pelaksanaan kebijakan, 
program dan kegiatan dinas pendidikan pada bidang pendidikan 
nonformal-informal, melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan 
penjaminan mutu jalur pendidikan nonformal-informal serta melaksanakan 
tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya. 
A. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 
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Seksi pembinaan pendidikan anak usia dini dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan 
pengembangan pendidikan anak usia dini, melakukan perumusan 
kebijakan dan rencana teknis penyelenggaran pendidikan anak usia dini, 
melakukan penyusunan instrument evaluasi dan monitoring kegiatan 
pendidikan anak usia, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
B. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan 
Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dipimpin oleh seoang kepala 
seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan 
pengembangan pendidikan kesetaraan. melakukan analisis kebutuhan 
pembinaan dan pengembangan ketenagaan program pendidikan 
kesetaraan, melakukan penyusunan modul/bahan ajar yang bermuatan 
lokal pendidikan kesetaraan yang berbasis kompetensi kecakapan hidup, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, 
serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangnya. 
C. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan 
Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan 
pengembangan pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan bidang 
nonformal-informal, melakukan penyusunan standarisasi pelayanan 
minimal pelaksanaan program pendidikan nonformal, melakukan 
penyiapan penetapan dan menyebarluaskan standar kompetensi 
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kelembagaan kursus pada setiap rumpun pendidikan keterampilan serta 
melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. 
10. Kelompok Jabatan Fungsional 
1. Pengawas sekolah 
2. Pustakawan 
3. Arsiparis 
4. Pranata humas 
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan 
1. Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pendidikan (BPTIKP). 
2. Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT). 
3. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB). 
4. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan 
Layanan Khusus (BPPKLK). 
4.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
SKPD terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, dengan jumlah keseluruhan 
pegawai sebanyak 731 orang, dengan rincian yang bekerja di kantor 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 374 orang dan 96 
orang di UPTD-Balai Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi yang 
berkantor di jalan Bontomanai No.14 Gunung Sari Baru Makassar, 256 
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orang di SLB kabupaten/kota serta 5 orang yang dipekerjakan di kantor 
lain.  
Untuk mengetahui kondisi atau keadaan pegawai dapat dilihat pada 
tabel  4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6 sebagai berikut : 
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon 
 Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan eselon yaitu :  
Tabel 4.4 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon  
Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
 Januari 2014 
 
N
o. 
 
Jabatan/Unit Kerja 
Eselon  
Jumlah 
I
I 
I
II 
I
V 
1
. 
Kepala Dinas 1 - - 1 
2
. 
Kepala Bidang - 6 - 6 
3
. 
Kepala UPTD - 3 - 3 
4
. 
Kepala Sub Bagian  - - 6 6 
5
.  
Kepala Seksi - - 1
6 
16 
Jumlah 1 9 2
2 
32 
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah pegawai negeri lingkup 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada eselon II 
sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 9 orang, dan eselon IV sebanyak 
22 orang. Jadi jumlah keseluruhan pegawai negeri menurut eselon lingkup 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 32 orang. 
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2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan dan 
Gender 
Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan golongan dan gender yaitu : 
Tabel 4.5 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan 
Gender Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
Januari 2014 
N
o. 
Golongan/Ruan
g 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
 Laki-
laki 
Pere
mpuan 
 
1 
 
Golonga
n IV 
A 144 116 260 
B 6 7 13 
C 2 - 2 
D - - - 
2 
Golonga
n III 
A 17 49 66 
B 72 80 152 
C 29 44 73 
D 41 43 84 
3 
Golonga
n II 
A 4 4 8 
B 23 - 23 
C 5 9 14 
D 7 24 31 
4 
Golonga
n I 
A - - - 
B - - - 
C 1 - 1 
D 4 - 4 
JUMLAH 355 376 731 
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil 
lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada 
golongan IV sebanyak 275 orang dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 
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152 orang dan jumlah perempuan sebanyak 123 orang, golongan III 
sebanyak 375 orang dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 159 orang 
dan jumlah perempuan sebanyak 216 orang, golongan II sebanyak 76 
orang dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 39 orang, dan jumlah 
perempuan sebanyak 37 orang dan golongan I sebanyak 5 orang laki-laki. 
Jadi jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan 
gender lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
sebanyak 731 orang dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 355 orang 
dan jumlah perempuan sebanyak 376 orang. 
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan 
Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pendidikan (S3, S2, S1, SM, 
SLTA, dan SLTP) dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut : 
Tabel 4.6 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan  
Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
Januari 2014 
N
o. 
Pendidikan Jumlah 
1
. 
S3 1 
2
. 
S2 89 
3
. 
S1 463 
4
. 
Sarjana Muda 110 
5
. 
SLTA 63 
6
. 
SLTP 5 
 Jumlah 731 
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 Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil 
lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 
pendidikan (S3, S2, S1, SM, SLTA, SLTP) yaitu jumlah Pegawai Negeri 
Sipil yang terbanyak adalah pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan 
strata 1 (S1) yang berjumlah 463 orang, dan yang mencapai tingkat 
pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 89 orang, Sarjana Muda 
(SM) sebanyak 110 orang, SLTA sebanyak 63 orang, dan SLTP sebanyak 
5 orang.  
4.6. Penegakan Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja suatu instansi 
pemerintah menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya 
pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pendisiplinan pegawai. 
Pendisiplinan pegawai merupakan hal terpenting, mengingat 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
bergantung pada kinerja pegawai negeri. Oleh karena itu disiplin harus 
selalu ditanamkan dalam diri setiap pegawai. Semakin baik disiplin 
pegawai, semakin tinggi produktivitas kerja yang dapat dicapainya.  
Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung 
jawab pegawai dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta 
dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena 
itu setiap atasan selalu berusaha agar para bawahannya memiliki disiplin 
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yang baik, dengan adanya disiplin pegawai akan menjamin terpeliharanya 
tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. 
Tolak ukur dalam penegakkan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil 
adalah dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Disamping itu, unsur pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai 
terhadap aturan-aturan disiplin juga sangat penting, karena dengan 
mengetahui aturan tersebut dapat memudahkan pegawai dalam 
menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun hasil 
wawancara dengan salah satu pegawai di bagian arsip Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ibu Dra. Elisabeth BS yang menjadi 
informan dalam penelitian ini, mengatakan : 
“yang saya tahu aturan disiplin itu kerajinan pegawai, 
datang tepat waktu, senin sama jumat datang jam 7.30, pulang 
jam 16.00, selasa sampai kamis jam 08.00, ada juga menaati 
aturan dinas, melaksanakan tugas dengan baik.” (hasil 
wawancara pada 17 Desember 2013). 
Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu pegawai di bagian 
Perpustakaan ibu Dra. Illyana Humaedi yang juga menjadi informan, 
mengatakan : 
“banyak aturan disiplin pegawai, seperti mengikuti apel 
pagi selasa sampai jumat, mengikuti upacara setiap senin, 
masuk kerja jam 07.30 pulang jam 16.00, melaksanakan tugas 
yang diperintahkan atasan, melaksanakan tupoksi dengan 
tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.” (hasil wawancara 
pada 12 Desember 2013). 
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 Selanjutnya, salah satu pegawai di subag umum dan 
kepegawaian bapak Muhammad Sani Paca, ST juga mengungkapkan 
pengetahuannya tentang aturan disiplin yaitu : 
“regulasi disiplin itu Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dimana aturan itu terdiri 
dari disiplin waktu, masuk kerja dan pulang harus sesuai 
aturan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dan lain sebagainya, itu yang saya tahu.” (hasil 
wawancara pada 12 Desember 2013). 
 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah 
mengetahui aturan disiplin, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi 
dari aturan tersebut, namun secara garis besar sudah menunjukkan 
bahwa pegawai di dinas ini sudah memahami aturan disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
terdapat 17 butir kewajiban yang harus ditaati dan 15 butir larangan yang 
harus dihindari oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil, namun peneliti hanya 
memilih 3 butir kewajiban dan 3 butir larangan yang dijadikan fokus dalam 
penelitian ini. 
Adapun kewajiban dan larangan tersebut adalah sebagai berikut: 
1.  Kewajiban 
a. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 
b. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 
c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 
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2. Larangan 
a. Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 
b. Melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau 
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 
c. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung dan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan. 
4.6.1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
a. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 
Disiplin terhadap jam kerja merupakan salah satu hal terpenting 
dalam penegakan aturan disiplin pegawai. Disiplin jam kerja yang 
dimaksud adalah datang ke kantor dan pulang sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri 
memiliki ketentuan jam kerja sebagai berikut : 
 Senin (upacara bendera) : Pukul 07.30 – 16.00 wita. 
 Selasa sampai Jumat (apel) : Pukul 08.00 – 16.00 wita. 
 Jam Istrahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita. 
 Saat melakukan observasi yaitu dengan melakukan 
pengamatan secara langsung, terlihat jelas bahwa masih ada beberapa 
pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang 
datang tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Keterlambatan pegawai 
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datang ke kantor pun beragam, mulai pada pukul 08.30, 09.00, bahkan 
hingga pukul 10.30. Selain datang terlambat, terlihat juga pegawai yang 
pulang mendahului atau pulang tidak sesuai dengan jam kerja. 
Berdasarkan pengamatan pada pukul 14.30 beberapa pegawai satu per 
satu sudah meninggalkan kantor.  
Hal tersebut diungkapkan pula oleh Sekretaris di Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bapak Drs. H. Abdul Salam Soba, M.Pd 
sebagai salah satu informan menyatakan : 
“.... mengenai masalah disiplin waktu itu saya kira bukan 
cuma di sini, di dinas lain pun juga, yah memang ada beberapa 
pegawai yang kadang tidak datang tepat waktu, ada jam 09.00 
ada jam 10.00 yah itu kan saya rasa kalau ada satu, dua orang 
yang bagaimanapun misalnya orang kerja di kelembagaan pasti 
ada satu, dua orang yang susah kita bina, yang susah dibina ini 
kan ada aturan-aturan kepegawaian, itu akan diberikan 
panggilan, teguran dan berupaya memberikan pemahaman 
kepada pegawai yang bersangkutan, seperti itu. Untuk tahun 
2014 sudah ada Peraturan Gubernur tentang kedisiplinan 
daripada Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan juga akan memberikan tambahan penghasilan bagi 
PNS selain itu diberikan juga penghargaan pada pegawai 
teladan yang ada di pemerintahan provinsi. Itu adalah salah 
satu motivasi pemberian penghargaan dan tambahan 
penghasilan pada mereka atau dikenal dengan istilah PAKASI 
untuk membantu dari pada mereka. Dan kalau mereka tidak 
hadir yah tidak akan mendapat tambahan. Dalam jangka 1 atau 
2 bulan ini akan diberlakukan juga daftar hadir elektronik, agar 
tidak ada lagi staf pegawai yang bisa manipulasi. Ini adalah 
salah satu bentuk pembinaan.” (hasil wawancara pada 2 
Januari 2014). 
Selanjutnya, bapak Drs. Syaiful Amsi, MM selaku kepala subag 
program juga menyatakan bahwa : 
“yah kalau mau dikatakan 100 persen tidak juga, jadi 
memang pegawai kita di sini apalagi yang di program, memang 
ada yang disiplinnya bagus, sudah tepat waktu, datang apel, 
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pulang sesuai waktu tapi tidak semua begitu. Jadi kita di sini 
tetap kita selalu menerapkan disiplin tepat waktu, itu tetap, tapi 
yah masih terjadi juga kan, kadang cepat datang tapi pulangnya 
tidak tepat waktu, ada juga yang terlambat datang tapi 
pulangnya malam, biasa orang sudah tidur kita baru pulang, 
akhirnya pagi-pagi itu sulit, begitu.” (hasil wawancara pada 9 
Januari 2014). 
Menyangkut soal ketidakpatuhan pegawai terhadap jam kerja juga 
dibenarkan oleh salah satu staf pegawai di bagian Perpustakaan ibu Dra. 
Illyana Humaedi yang juga menjadi informan dalam penelitian ini yang 
mengungkapkan bahwa : 
“iya biasa ada yang terlambat, saya juga sering 
terlambat, tapi saya biasanya paling lama datang jam 9.00, 
paling lama sekali itu, biasanya terlambat karena macet di 
jalan, itu yang pertama biasanya pegawai terlambat karena 
faktor macet di jalan. Biasanya juga karena faktor anak yang 
sakit, tapi itupun kita sampaikan, menelfon kesini. Iya memang 
ada juga pegawai yang pulang duluan, biasa karena ada 
urusannya di luar, biasa juga ada urusan anak sakit, ada juga 
yang kuliah, tapi kalau saya pribadi jarang sekali saya pulang 
sebelum jam 16.00.” (hasil wawancara pada 12 Desember 
2013). 
Selanjutnya dalam wawancara dengan salah seorang pegawai di 
bagian subag tata usaha UPTD balai pengembangan kegiatan belajar 
bapak Abdul Samad, SE menyatakan : 
“.....iya, iya memang ada yang terlambat, susah ditegur 
pegawai karena mereka datang terlambat karena macet, bukan 
apanya dek, rata-rata itu alasannya macet. Ada juga alasannya 
ibu-ibu itu, biasanya alasannya oh ini anakku begini, begini, tapi 
biasa kalau datang terlambat, terlambat juga pulang, biasa jam 
17.00 atau jam 18.00. Tapi memang biasa ada  juga pegawai 
yang cepat pulang, kalau selesai pekerjaannya pulang mi, 
katanya kalau tinggalki di kantor apa mau dikerja, tapi yang ada 
pekerjaannya itu pasti lambatki pulang, tergantung 
pekerjaannya lah, kalau tidak ada dikerja untuk apa tinggal di 
kantor toh, seperti itu dek. Kalau masalah pekerjaan kan disini 
dikerjakan secara kelompok, jadi ada pegawai yang banyak 
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kerjanya, ada juga sedikit kerjanya, kenapa sedikit karena 
terbagi ki, umpamanya ada pegawai yang tidak bisa kerja yang 
disuruhkan, jadi dia kasih pegawai lain yang satu kelompok 
kerja yang tahu dan bisa selesaikan itu pekerjaan, jadi ini 
pegawai yang tidak bisa kerja, nda ada mi na kerja, kadang 
pulang mi karena tidak ada mi kerjanya.” (hasil wawancara 
pada 3 Desember 2013). 
Hal ini diutarakan juga oleh salah satu pegawai di bagian subag 
umum dan kepegawaian bapak Muhammad Sani Paca, ST yang 
menjelaskan bahwa : 
“memang di sini ada pegawai yang kadang terlambat, 
kalau masalah terlambat saya sendiri biasa karena ada urusan 
rumah tangga, biasa masalah anak yang mau diantar, tapi 
jarang sekali saya terlambat.” (hasil wawancara pada 12 
Desember 2013). 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pegawai di 
bagian subag umum dan kepegawaian yaitu ibu Yummi, S.sos mengenai 
pulang mendahului atau pulang lebih cepat dari waktu yang sudah 
ditetapkan, yang mengatakan : 
“kalau  biasa pegawai pulang cepat itu biasa karena ada 
urusan di luar, ada urusan keluarga, biasa juga urusan anak, 
yah pokoknya ada urusan pribadi lah.” (hasil wawancara pada 
17 Desember 2013). 
Olehnya itu dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa beberapa pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kedisiplinan dalam mematuhi jam 
kerja masih rendah. Dan dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa salah 
satu penyebab pegawai datang ke kantor seringkali tidak tepat waktu 
adalah karena faktor macet di jalan, apalagi bagi pegawai yang 
menggunakan kendaraan umum, serta jauhnya jarak yang ditempuh 
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antara rumah dan kantor, selain itu ada juga yang disebabkan karena 
harus mengurus anak yang sakit, hal ini diungkapkan oleh beberapa 
pegawai perempuan yang sudah berkeluarga. Mereka mengatakan bahwa 
sebelum berangkat ke kantor mereka harus mengurusi anak, apalagi jika 
anak sakit, mereka harus terlebih dahulu membawanya ke rumah sakit.  
Selain itu berdasarkan pengamatan secara langsung menunjukkan 
bahwa selain datang terlambat, pulang pun tidak sesuai dengan jam yang 
telah ditentukan, dan dari hasil wawancara mengatakan bahwa penyebab 
pegawai yang pulang mendahului atau pulang tidak sesuai dengan aturan 
karena pegawai tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak 
ada lagi yang bisa dikerjakan atau dengan kata lain pegawai yang pulang 
mendahului atau pulang sebelum jam yang ditetapkan bergantung dari 
pekerjaan masing-masing pegawai, hal ini menggambarkan bahwa 
walaupun pegawai sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya, tapi 
belum ada uraian pekerjaan yang jelas yang dimiliki oleh setiap pegawai, 
karena pembagian tugas yang dilakukan secara kelompok tersebut, tidak 
menggambarkan tugas yang akan dilaksanakan oleh para staf atau 
anggota tiap-tiap kelompok kerja. Selain itu ada juga yang mengatakan 
bahwa pegawai yang pulang mendahului disebabkan karena ada urusan 
lain, urusan keluarga atau urusan pribadi di luar kantor yang mendesak. 
Selain beberapa pernyataan tersebut, peneliti juga menyimpulkan 
bahwa penyebab pegawai datang dan pulang tidak sesuai dengan jam 
yang ditentukan disebabkan oleh absensi yang ada di Dinas Pendidikan 
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Provinsi Sulawesi Selatan yaitu absen yang masih manual tidak efektif 
dan cenderung mudah untuk dimanipulasi waktu kedatangan dan pulang 
para pegawai, dan hal tersebut disebabkan pula oleh kurangnya 
pengawasan serta kurangnya kejujuran pegawai dalam mengisi absen. 
Keterlambatan pegawai merupakan salah satu hal yang serius yang harus 
diperhatikan dan diharapkan adanya pengawasan dan ketegasan oleh 
atasan agar pegawai memiliki disiplin terhadap jam kerja yang lebih baik. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan penentu keberhasilan 
pembangunan nasional, sudah sepatutnya memiliki disiplin waktu yang 
lebih baik lagi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara 
profesional dan bertanggung jawab. 
b. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 
Sasaran kerja pegawai merupakan rencana kerja dan target yang 
akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama 
antara pegawai dengan atasan pegawai. Sasaran kerja disini mengenai 
rencana dan target kerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun 
waktu yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran kerja ini berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas oleh para pegawai, dan ketepatan waktu 
dalam menyelesaikan pekerjaan. Sasaran kerja pegawai bertujuan untuk 
mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dan menjamin objektivitas 
dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 
pangkat.  
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Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
sendiri menurut bapak sekretaris Drs. H. Abdul Salam Soba, M.Pd 
menyatakan bahwa : 
“staf yang ada di Dinas ini mengacu kepada tupoksi 
yang sudah ada yaitu peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 
tentang struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa tiap-tiap 
pegawai mulai dari staf, kepala seksi, kepala bidang, kepala 
balai sudah ada tugas dan fungsinya masing-masing sehingga 
uraian tugas daripada staf ini sudah harus jelas apa yang di 
perbuat pada tiap hari dan apa yang diperbuat setelah akan 
pulang. Dan mengenai kinerja pegawai dalam menyelesaikan 
tugasnya, sesuai dengan tugasnya itu, tupoksinya memang 
sebelum bulan Desember harus sudah dirampungkan, memang 
sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa 
Oktober, November adalah perampungan dan sebelum 31 
Desember itu sudah harus selesai dan sampai hari ini yah 
sudah hampir dikatakan sudah rampung pekerjaan-pekerjaan 
dari setiap bidang atau staf di Dinas Pendidikan ini.” (hasil 
wawancara pada 2 Januari 2014). 
Berkaitan dengan pencapaian sasaran kerja, menurut Ibu Dra. 
Ester Galla selaku kepala subag umum dan kepegawaian juga 
menjelaskan bahwa : 
“para pegawai sudah mengetahui tugasnya, karena 
sudah ditetapkan sebelumnya apa-apa saja yang harus 
dikerjakan, tugasnya disusun secara kelompok, dan sasaran 
kerjanya sudah jelas, dan saya rasa kinerja yang ditunjukkan 
pegawai sudah cukup bagus yah, sudah mampu 
merampungkan tugas-tugasnya, penyelesaian tugasnya sudah 
tepat waktu, kalau misalkan dipersenkan yah rata-rata 
pencapaian pegawai sekitar 70 sampai 80 persen.” (hasil 
wawancara pada 19 Desember 2013). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak H. M. Syarkawi 
Ramly, SE, MM selaku kepala subag keuangan yang mengatakan bahwa : 
“pada umumnya pencapaian sasaran kerja pegawai 
sudah bisa dikatakan baik, tapi jika dikatakan maksimal, saya 
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kira belum lah, karena masih ada satu, dua orang yang 
kinerjanya belum, tapi secara umum yah sudah baik. Dilihat 
dari segi tanggung jawabnya kan saya rasa sudah cukuplah 
karena saya juga memang terapkan itu dek, bagaimana yang 
bersangkutan bertanggung jawab secara penuh, artinya saya 
memberikan masing-masing pegawai tugas dan dialah 
bertanggung jawab atas hal itu.” (hasil wawancara pada 19 
Desember 2013). 
Berkaitan dengan hal tersebut, kepala subag program bapak Drs. 
Syaiful Amsi, MM mengatakan : 
“dalam pencapaian sasaran kerja kita ini termasuk 
bagus, kita di sini melakukan monitoring evaluasi terhadap 
kinerja pegawai per bulan, apalagi kita di sini orang program 
kan, tentu kita harus punya kinerja yang bagus. Cuma yah 
begitu ada yang kadang pencapaiannya itu tidak sesuai dengan 
target. Misalnya contoh target kita di triwulan ke dua itu 
pelaksanaan kegiatannya itu harus 50 persen, ternyata masih 
ada yang di bawah, tapi ada juga sudah di atas 50 persen. Tapi 
rata-rata sudah baguslah pencapaiannya, artinya kinerja 
pegawai di sini sudah cukup bagus. Kalau penjabaran tugasnya 
secara kelompok dimana setiap kelompok itu dirinci masing-
masing tugasnya, artinya kelompok A mengerjakan ini, 
kelompok B ini, begitu.” (hasil wawancara pada 9 Januari 
2014). 
Selanjutnya salah satu pegawai di bagian kearsipan ibu Dra. 
Elisabeth SB  juga mengungkapkan bahwa :  
“untuk menentukan pencapaian kerja pegawai ada 
namanya penilaian dari atasan, nah dari penilaian disitu bisa 
dilihat sudah bagus atau tidak kinerja kita, sebenarnya 
penilaian ini bersifat rahasia, jadi kita tidak boleh cemburu kalau 
nilainya teman lebih bagus, disini ada nilainya 70, 80 bahkan 
ada 90, tergantung hasil kerja masing-masing pegawai.” (hasil 
wawancara pada 17 Desember 2013). 
Salah satu pegawai di bagian perpustakaan ibu Dra. Illyana 
Humaedi juga menjelaskan bahwa : 
“semua pegawai sudah tahu sasaran kerjanya, kan 
sesuai dengan tupoksi, kalau saya pribadi tupoksi ku saya tau ji 
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nak, semua yang ada di sini sasarannya ini perpustakaan 
berarti kita menyelenggarakan perpustakaan untuk semua staf 
yang ada di sini bahkan dari luar juga. Rencana kerja disusun 
setiap tahunnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, uraian 
tugasnya disusun perkelompok. Kalau hasilnya, saya pribadi 
dilihat dari penilaian atasan lumayan bagus.” (hasil wawancara 
pada 12 Desember 2013). 
Berkaitan dengan hal tersebut salah satu pegawai di subag umum 
dan kepegawaian bapak Muhammad Sani Paca, ST menjelaskan : 
“kalau sasaran kerja rata-rata pegawai sudah tahu 
semua, kalau rencana kerja dek per kelompok ada namanya 
kelompok data, kelompok peralatan, kelompok arsip, ada 7 
kelompok kerja disini, dalam kelompok pastinya ada ketua 
kelompok, ada juga anggota, anggotanya itu ada 7 orang, 10 
orang, macam-macam. Dari kelompok kerja dipaparkan tugas 
masing-masing kelompok, misalnya kelompok data, 
anggotanya 12, tugasnya kelola absen pegawai, kelola data 
pegawai struktural, fungsional, itu semua sebisa mungkin 
diselesaikan tepat waktu.”(hasil wawancara pada 18 Desember 
2013) 
Dari berbagai pernyataan di atas jelas terlihat bahwa para pegawai 
telah mengetahui rencana kerja dan target kerja yang ditetapkan bersama 
atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.  
Berdasarkan wawancara tersebut, secara umum penetapan rencana kerja 
di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara 
kelompok, yang mana dalam kelompok kerja tersebut tidak menguraikan 
secara rinci tugas dari masing-masing pegawai atau anggota dari setiap 
kelompok kerja. Namun dengan begitu, berdasarkan penilaian para 
atasan dari masing-masing bagian, beberapa pegawainya telah mencapai 
sasaran kerja yang ditetapkan dan telah menyelesaikan tugasnya tepat 
waktu serta menunjukkan kinerja yang cukup baik. Walaupun belum 
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maksimal karena masih ada beberapa pegawai lainnya yang tidak 
menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. 
Hal ini terbukti ketika peneliti (pada bulan Januari 2014) meminta 
data rekapitulasi absen pegawai bulan Oktober, November, dan 
Desember 2013, salah satu pegawai di subag umum dan kepegawaian 
yang menangani data tersebut hanya menyelesaikan rekap absen pada 
bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2013, yang seharusnya rekap tersebut 
sudah diselesaikan mulai dari bulan Januari sampai Desember 2013.  
Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pegawai yang 
menangani data rekapitulasi absen pegawai : 
“ooh ini data ku dek yang saya punya cuma rekap absen 
bulan Mei sampai Agustus, bukan saya tidak mau kerjakan tapi 
masih ada pekerjaan lain yang lebih penting dari ini.” (hasil 
wawancara pada tanggal 16 Januari 2014). 
Rekapitulasi absen pegawai setiap bulannya yang jarang diolah, 
dapat menyulitkan atasan dalam menjatuhkan sanksi bagi pegawai yang 
melanggar aturan disiplin. Rekapitulasi absen pegawai seharusnya 
menjadi salah satu bukti untuk menentukan sanksi yang akan diterima 
bagi pegawai yang indisipliner. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
yaitu pada pasal 14 berbunyi : 
“pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan 
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 angka 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung 
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” 
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Yang mana dalam penjelasan pasal 14 tersebut menyebutkan 
bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan masih ada sebagian kecil pegawai yang tidak 
menyelesaikan tugasnya atau menunda-nunda pekerjaannya. Oleh 
karena itu sangat perlu ditingkatkan kedisiplinan pegawai dalam 
penyelesaian tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dan 
diharapkan para pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya 
atau sebelum dibutuhkan agar dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan 
lainnya, sehingga dapat mengefisienkan waktu yang ada.  
Dari beberapa hasil wawancara di atas dan berdasarkan 
pengamatan secara langsung dapat disimpulkan bahwa secara umum 
pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 
sasaran kerja yang ditetapkan, dan dapat menyelesaikan pekerjaan atau 
tugasnya dengan baik, walaupun masih ada sebagian kecil pegawai yang 
tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Olehnya itu 
diharapkan para pegawai dapat  menyelesaikan tugas atau pekerjaannya 
dengan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan 
fungsi yang harus mereka kerjakan. Karena jika seluruh tugas dapat 
diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, maka akan membantu dalam 
meningkatkan kinerja dan pencapaian target kerja pegawai dapat lebih 
optimal. 
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c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 
Pada dasarnya pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau 
instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada 
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam pelayanan 
publik yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
kepentingannya. Adapun keberhasilan proses pelayanan publik sangat 
tergantung pada dua pihak yaitu pemerintah (pelayan) dan masyarakat 
(yang dilayani).   
Masih tingginya tingkat keluhan masyarakat pengguna jasa 
menunjukkan bahwa pada umumnya instansi pemerintah saat ini kurang 
memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. 
Dengan kondisi tersebut, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah 
saat ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 
pemerintah.  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
yang menyelenggarakan pelayanan yang menangani urusan pendidikan 
baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung. 
Dan salah satu pelayanan yang paling banyak diproses oleh masyarakat 
adalah pelayanan pengadaan dana atau permohonan bantuan sosial. 
Berikut rekapitulasi daftar bantuan sosial dan hibah dapat dilihat pada 
tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 
Rekapitulasi Daftar Bantuan Sosial dan Hibah  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011  
Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2012-2014. 
N
o. 
Klasifikasi 
J
umlah 
Keterangan 
Di
proses 
Dit
olak 
1
. 
Bantuan Sosial : 
Penyelesaian Pendidikan 
Studi S1 
 
1
44 
 
14
4 
 
- 
 
Penyelesaian Pendidikan 
Studi S2 
8
5 
85 - 
 
Penyelesaian Pendidikan 
Studi S3 
3
9 
39 - 
 Umum  
(kegiatan/event/study 
banding) 
2
32 
14
3 
89 
2
. 
Hibah 7 5 2 
 TOTAL 5
07 
41
6 
91 
Sumber : Subag umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah berkas masyarakat 
yang mengajukan permohonan bantuan sosial dan hibah sebanyak 507. 
Dengan rincian yang diproses adalah sebanyak 416, dan berkas yang 
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ditolak sebanyak 91 berkas. Berkas yang ditolak tersebut disebabkan oleh 
berkas yang diajukan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Ruslan Abdullah, 
SE, MM yang menangani layanan permohonan bantuan sosial: 
“kalau berkas ditolak itu yah karena tidak memenuhi 
persyaratan, artinya berkasnya itu tidak lengkap, jadi kita tidak 
bisa proses.” (hasil wawancara pada 20 Januari 2014). 
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, Pasal 1 Ayat (7) berbunyi : 
“Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang di 
pergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 
janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan 
terukur”.  
 
Selanjutnya dalam pasal 15 (a) menyatakan : 
“Setiap Penyelenggara berkewajiban menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan”. 
Oleh karena itu Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai salah satu penyelenggara pelayanan dibidang pendidikan wajib 
menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur  yang 
dipergunakan untuk pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. 
Standar ini berkaitan dengan dasar hukum, syarat-syarat, mekanisme, 
jangka waktu dan besaran biaya yang dikeluarkan. 
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1. Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan 
sosial. 
Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan 
sosial merupakan aturan-aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan 
pelayanan permohonan bantuan sosial di Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Adapun dasar hukum pelayanan permohonan bantuan sosial 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. 
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara. 
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. 
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
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7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial. 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah. 
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah. 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013. 
17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun  
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
18) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 149 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Sosial dan Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
19) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Selain regulasi atau peraturan-peraturan tersebut di atas, dalam 
menyelengarakan pelayanan permohonan bantuan sosial juga harus 
berdasarkan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
Regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 
penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan sosial tersebut, 
menjadi dasar dalam mengatur dan mengarahkan proses layanan 
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permohonan bantuan sosial sehingga dapat memberikan kepuasan 
kepada masyarakat. 
2. Persyaratan penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan 
sosial. 
Sebagai penyedia layanan dalam hal ini pemerintah perlu 
menetapkan persyaratan yang mana syarat tersebut merupakan 
ketentuan yang harus, wajib dipenuhi pemohon agar selanjutnya dapat 
diproses.  
 Berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, syarat permohonan bantuan sosial 
adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
kepada mahasiswa atau lembaga yang bermohon bantuan untuk 
pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Sulawesi Selatan. 
2. Proposal kegiatan/Skripsi/Tesis/Disertasi. 
3. Surat Keterangan dari Lembaga / Universitas. 
4. Bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi wajib melampirkan nilai 
akademik. 
Pemenuhan syarat tersebut merupakan hal pertama yang harus 
dilengkapi oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan 
sosial. Dan diharapkan syarat tersebut dapat memudahkan masyarakat. 
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Dr. Ruslan Abdullah, SE, MM 
yang menangani layanan permohonan bantuan sosial: 
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“kalau persyaratannya saya kira yang paling penting karena 
dengan syarat itu kita dapat mengetahui layak atau tidaknya 
diberi bantuan, jadi sudah semestinya memang harus ada 
persyaratan yang ditetapkan, syaratnya juga tidaklah rumit 
artinya tidak sulit untuk dipenuhi.” (hasil wawancara pada 20 
Januari 2014). 
Persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan cukup mudah dan tidak memberatkan masyarakat 
dalam mengurus permohonan bantuan sosial. Seperti yang diungkapkan 
oleh Rustam yang mengurus permohonan bantuan dana untuk kegiatan 
kemahasiswaan : 
“syaratnya itu cuma proposal kegiatan, mudah bagi kita karena 
memang kalau mau mengurus bantuan dana harus dibuatkan 
proposal kegiatannya.” (hasil wawancara pada 19 Desember 
2013). 
Selanjutnya, bapak Jamaluddin yang juga mengurus permohonan 
bantuan dana untuk penyelesaian studi juga mengungkapkan hal yang 
sama : 
“persyaratannya saya kira wajar, tidak banyak, tidak ada 
syarat khusus dari Dinas Pendidikan untuk pengajuan 
permohonan bantuan dana penyelesaian studi, cuma 
mengajukan berkas, yah tentunya berkas yang berkaitan 
dengan penyelesaian studi.” (hasil wawancara pada 19 
Desember 2013). 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
persyaratan permohonan bantuan sosial yang ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak rumit dan tidak memberatkan 
masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan dana. Dan 
dengan adanya persyaratan tersebut menjadi dasar atas layak atau 
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tidaknya pemohon menerima bantuan dana sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan. 
3. Mekanisme penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan 
sosial. 
Mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan permohonan 
bantuan sosial  berkaitan dengan prosedur atau alur pengurusan  
permohonan bantuan sosial. Olehnya itu sangat penting untuk 
menetapkan standar mekanisme tersebut.   
Adapun mekanisme penyelenggaraan pelayanan permohonan 
bantuan sosial di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
sebagai berikut : 
Gambar 4.2 
Mekanisme Pelayanan Permohonan Bantuan Sosial 
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1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis bantuan dana 
kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan administrasi 
yang telah ditetapkan, antara lain : berupa proposal dan berkas 
lainnya. 
2. Surat permohonan dan proposal bantuan dana disampaikan 
melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada 
Sekda. Unit kerja tersebut meneruskan surat permohonan dan 
proposal kepada Tata Usaha Pimpinan. Tata Usaha 
mendistribusikan surat permohonan dan proposal kepada SKPD 
terkait sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini bantuan dana 
pendidikan, maka SKPD yang dimaksud adalah Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Kepala Dinas Pendidikan meneruskan surat permohonan dan 
proposal untuk diverifikasi. Untuk melakukan kegiatan 
verifikasi/evaluasi, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan membentuk Tim Verifikasi. 
4. Tim verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
memverifikasi proposal bantuan dana atas dasar kelayakan 
sesuai dengan ketentuan. Dan hasil verifikasi tersebut 
dituangkan dalam Berita Acara (BA). 
5. Jika Berita Acara menyatakan tidak layak maka akan langsung 
disampaikan kepada calon penerima bantuan dana. Dan jika 
Berita Acara menyatakan layak maka kepala SKPD terkait 
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(Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) menyampaikan 
hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan 
atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan 
kemampuan keuangan daerah. 
7. TAPD melaporkan hasil pertimbangan kepada Gubernur. 
Berdasarkan hasil verifikasi/evaluasi SKPD dan pertimbangan 
TAPD, Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan. 
8. Jika disetujui oleh Gubernur, pencairan bantuan dana dilakukan 
oleh bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
(SKPKD) yang melaksanakan pengelolaan APBD untuk 
selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui 
transfer rekening. 
Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pegawai bapak Dr. Ruslan 
Abdullah, SE, MM yang juga bagian dari tim verifikasi bantuan sosial 
mengatakan : 
“mengenai mekanismenya pemohon mengajukan surat ke 
Gubernur dari sana diserahkan lagi ke dinas-dinas terkait 
setelah itu kita verifikasi nah dari situ ditentukan layak tidaknya 
mendapat bantuan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di 
pergubnya dek ada semua disitu mekanismenya”.(hasil 
wawancara pada 20 Januari 2014). 
Namun mekanisme penyelenggaraan pelayanan permohonan 
bantuan sosial sampai saat ini belum dipajang di papan pengumuman 
subag umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga 
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masyarakat sedikit kebingungan untuk mengurus permohonan bantuan 
sosial tersebut. 
Seperti yang dikatakan oleh Rustam yang mengurus permohonan 
bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang 
mengatakan : 
“saya tidak terlalu paham dengan mekanismenya, karena 
sebenarnya proposal kita ajukan di Gubernur tapi 
rekomendasinya disuruh ke sini. Dari bagian umum 
mengatakan nanti di cek dulu rekomendasinya, prosedurnya 
tidak dimengerti, kan dari Gubernur baru disuruh lagi ke bagian 
umumnya Dinas Pendidikan. Tapi mungkin prosedurnya begitu, 
jadi kita ikuti saja.” (hasil wawancara pada 19 Desember 2013). 
Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Jamaluddin yang juga 
mengurus permohonan bantuan sosial untuk penyelesaian studi yang 
menyatakan : 
“permohonan saya tujukan ke Pemprov Sulawesi Selatan, 
seperti biasa melalui biro umum lalu permohonan tersebut 
dilimpahkan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan review 
selanjutnya diproses lagi di pemprov.Tapi tadi saya menghadap 
lagi ke pemprov melalui biro keuangan, katanya dana 
penyelesaian studi sudah tidak ada lagi di pemprov tapi sudah 
dilimpahkan ke dinas pendidikan, yang jadi pertanyaan saya, 
kenapa dinas pendidikan merekomendasikan permohonan 
saya itu ke pemprov padahal sudah tidak ada lagi dana untuk 
penyelesaian studi di pemprov.” (hasil wawancara pada 19 
Desember 2013). 
Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan sosial 
belum dipahami oleh masyarakat, karena tidak dipajang papan yang berisi 
standar mekanisme dalam pengurusan permohonan bantuan sosial, 
selain itu pegawai yang bertugas menangani pelayanan permohonan 
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bantuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci, prosedur atau alur 
pemberian dana bantuan tersebut. Oleh karena itu sangat diharapkan 
adanya pengadaan papan skema petunjuk prosedur atau mekanisme 
pengurusan permohonan bantuan sosial untuk menghindari pandangan 
masyarakat yang negatif sehubungan dengan pelayanan di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan diharapkan adanya koordinasi 
yang baik antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
pemerintah provinsi yang terkait guna mendukung percepatan 
penyelesaian pelayanan. 
4. Jangka waktu penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan 
sosial. 
Jangka waktu yang dimaksud disini yaitu waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pelayanan permohonan bantuan sosial, mulai dari 
pengajuan proposal kegiatan atau proposal bantuan studi sampai dengan 
selesainya proses pelayanan tersebut. Dengan adanya jangka waktu yang 
ditetapkan, akan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat yang 
melakukan pengurusan pelayanan permohonan bantuan sosial.  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah 
menetapkan standar sehubungan dengan jangka waktu untuk 
penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan sosial, yaitu satu 
sampai dengan tiga hari. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pegawai bapak Dr. 
Ruslan Abdullah, SE, MM yang juga bagian dari tim verifikasi bantuan 
sosial mengatakan : 
“standar waktunya itu sampai tiga hari sesuai dengan standar 
yang ditetapkan Dinas Penddikan Provinsi.” (hasil wawancara 
pada 20 Januari 2014). 
Standar waktu yang telah ditetapkan tidaklah sesuai dengan yang 
dirasakan oleh masyarakat yang mengurus permohonan bantuan sosial di 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini disampaikan oleh 
bapak Jamaluddin yang juga mengurus permohonan bantuan dana untuk 
penyelesaian studi : 
“kalau saya pribadi sekitar semingguan saya mengurus di 
Dinas Pendidikan.” (hasil wawancara pada 19 Desember 2013). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rustam yang mengurus 
permohonan bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan : 
“tadi itu saya dikasih tahu sama pegawainya, katanya hari senin 
lagi baru disuruh datang, dia cuma ambil nomor saya, katanya 
nanti dihubungi, tapi dihubungi atau tidak saya juga akan kesini, 
karena takutnya kan tidak dihubungi, jadi nanti hari senin lagi 
baru ditahu hasilnya bagaimana, semoga hari senin sudah ada 
kepastian.” (hasil wawancara pada 19 Desember 2013). 
 
Berkaitan dengan ketidaksesuaian standar waktu yang ditetapkan 
dengan yang dirasakan oleh masyarakat, salah satu pegawai yang 
menangani hal tersebut, bapak Sulaiman, S.Sos mengatakan : 
“cepat atau lama itu bergantung dari atasan, kalau bapak ada 
cepat ji, biasa kalau tidak ada pak Kadis bisa lama, karena 
setiap surat itu harus ada tanda tangannya pak Kadis.” (hasil 
wawancara pada 22 Januari 2014). 
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Selanjutnya, kendala lain yang mengakibatkan tidak sesuainya 
standar waktu yang ditetapkan juga disampaikan oleh bapak Dr. Ruslan 
Abdullah, SE, MM sebagai salah satu pegawai yang menangani 
pelayanan permohonan bantuan sosial, menyatakan : 
“seharusnya memang sesuai dengan standar waktu yang 
ditetapkan, tapi karena kita terkendala ketebatasan personil 
untuk melakukan verifikasi, jadi kadang agak lambat dek.” (hasil 
wawancara pada 20 Januari 2014). 
Dari beberapa pernyataan masyarakat mengenai jangka waktu 
yang dibutuhkan untuk mengurus surat permohonan bantuan sosial, tidak 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang mana dalam standar 
tersebut hanya membutuhkan waktu satu sampai dengan tiga hari, namun 
nyatanya butuh waktu satu minggu bahkan lebih untuk mengurus surat 
permohonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi terhadap 
jangka waktu dalam pengurusan permohonan bantuan sosial ini masih 
rendah. Harapan masyarakat sudah tentu menginginkan waktu yang 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar tidak mengulur-ulur 
waktu dan membiarkan masyarakat sebagai penerima layanan menunggu 
dalam jangka waktu yang lama.  
5. Biaya penyelenggaraan pelayanan permohonan bantuan sosial. 
Dalam menyelenggarakan pelayanan, pengenaan biaya atau tarif 
harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan 
jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan yang 
paling penting harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
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berlaku. Biaya yang dimaksud disini adalah besaran biaya administrasi 
yang ditetapkan untuk pelayanan permohonan bantuan sosial. 
Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri tidak 
dikenakan biaya untuk pelayanan permohonan bantuan sosial. Berkaitan 
hal tersebut salah satu pegawai bapak Dr. Ruslan Abdullah, SE, MM yang 
menangani pelayanan permohonan bantuan sosial sebagai tim verifikasi 
mengatakan bahwa :  
“tidak ada biaya apapun untuk pengurusan bantuan sosial, 
karena memang distandar biayanya itu gratis.”(hasil wawancara 
pada 20 Januari 2014). 
Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Sulaiman, S.Sos yang 
juga menangani pelayanan permohonan bantuan sosial sebagai penerima 
berkas, mengungkapkan bahwa : 
“biayanya gratis, tidak ada pembayaran apapun di sini kalau 
mau mengurus bantuan sosial” (hasil wawancara pada 22 
Januari 2014). 
Dari pernyataaan tersebut, dapat dilihat bahwa standar dalam 
pelayanan permohonan bantuan sosial yang ditetapkan adalah tidak 
dikenakan biaya atau gratis. Hal ini dibenarkan oleh Rustam yang 
mengurus permohonan bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan : 
“selama saya mengurus permohonan bantuan dana ini belum 
ada pembayaran yang saya keluarkan.” (hasil wawancara pada 
19 Desember 2013). 
Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Jamaluddin yang juga 
mengurus permohonan bantuan dana untuk penyelesaian studi : 
“sejauh ini belum ada dikenakan biaya untuk mengurus 
bantuan dana khususnya dana penyelesaian studi, seperti yang 
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saya urus, sama sekali tidak dikenakan biaya apapun, paling 
biaya transportasi saja.” (hasil wawancara pada 19 Desember 
2013). 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa standar untuk 
biaya pelayanan permohonan bantuan sosial yang ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah menjadi pegangan bagi setiap 
pegawai yang menangani pelayanan permohonan tersebut, dan 
diharapkan dapat terus dipertahankan. Dengan adanya standar biaya 
tersebut dapat memudahkan dan membantu masyarakat dalam 
melakukan pengurusan permohonan bantuan sosial. Oleh karena itu, 
diharapkan kepada pegawai yang melayani masyarakat dapat 
meningkatkan kinerja yang maksimal dalam mewujudkan pelayanan 
prima, sehingga citra pelayanan publik yang selama ini sering dinilai 
negatif dapat berubah menjadi lebih baik. 
4.6.2. Larangan Pegawai Negeri Sipil 
a. Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun 
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 
Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil dilarang 
menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah 
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan suatu jabatan 
merupakan salah satu larangan yang harus mendapatkan perhatian serius 
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dari semua instansi-instansi pemerintah, karena hal ini dapat merusak 
citra pemerintah itu sendiri. 
Menyangkut hal tersebut bapak sekretaris Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Abdul Salam Soba, M.Pd menyatakan 
bahwa : 
“kalau pegawai di Dinas Pendidikan itu belum ada 
pegawai yang berbuat seperti itu, belum pernah ada staf atau 
kepala bagian yang diberikan sanksi karena menerima hadiah, 
kan itu juga termasuk gratifikasi.” (hasil wawancara 2 Januari 
2014). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala bagian keuangan H. 
M. Syarkawi Ramly, SE, MM yang dengan tegas mengatakan : 
“saya kira tidak ada pegawai yang seperti itu di sini, tidak 
pernah ada pegawai yang terima hadiah apalagi berkaitan  
dengan kerjanya, saya kira tidak ada.” (hasil wawancara pada 
19 Desember 2013). 
Selanjutnya, bapak Drs. Syaiful Amsi, MM selaku kepala subag 
program mengatakan hal serupa : 
“mengenai pemberian hadiah atau hal lainnya, saya kira 
tidak ada, mau terima hadiah apa juga kan, artinya bukan 
levelnya kita di eselon 4 yang bisa terima hadiah atau 
gratifikasi, jadi tidak ada seperti itu di dinas ini”. (hasil 
wawancara pada 9 Januari 2014). 
Menyangkut hal tersebut, salah satu pegawai di subag umum dan 
kepegawaian bapak Sani Paca, ST juga mengatakan hal yang sama : 
“pegawai disini tidak pernah menerima pemberian 
apapun, tidak ada pegawai yang begitu disini, artinya tidak 
pernah ada didengar yang begitu, tidak pernah ada pegawai 
yang pernah dikasih-kasih apa toh, apalagi berhubungan sama 
kerjata, tidak pernah ada dek.” (hasil wawancara pada 18 
Desember 2013). 
Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang 
bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak menerima 
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hadiah atau pemberian apa saja baik yang berhubungan dengan jabatan 
maupun pekerjaannya. Artinya tidak memanfaatkan jabatan untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan. Hal ini 
mencerminkan bahwa sejauh ini para pegawai sudah menjalankan tugas 
atau pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Menerima hadiah apapun yang berhubungan dengan jabatan dan 
atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk gratifikasi. Oleh 
karena itu seluruh pegawai sangat dilarang untuk menerima gratifikasi, 
untuk menghindari keputusan atau kebijakan yang berpihak, akibat 
pemberian gratifikasi tersebut.  
Dan diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat bertanggung jawab, 
profesional dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
serta harus benar-benar menghayati nilai etika dan moralitas. 
b. Melakukan suatu tindakan yang dapat mengahalangi atau 
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi yang dilayani. 
 Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan 
yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki 
fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, 
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Namun apabila masyarakat 
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menyelesaikan urusannya yang berkaitan dengan pelayanan aparatur 
pemerintahan, cenderung kurang responsif, bahkan terkesan dipersulit.  
Berkaitan hal tersebut, bapak Dr. Ruslan Abdullah, SE, MM selaku 
tim verifikasi yang menangani bantuan sosial  menyatakan bahwa : 
“di Dinas Pendidikan Provinsi tidak ada pegawai yang 
bikin susah pelayanan karena kita bekerja sesuai prosedur, 
artinya kita usahakan agar tidak ada kesan masyarakat yang 
dipersulit.” (hasil wawancara pada 20 Januari 2014). 
Selanjutnya, bapak Sulaiman S.Sos yang juga menangani  hal 
tersebut mengatakan : 
“tidak ada namanya dipersulit orang kalau mau 
mengurus di sini, sebisa mungkin semuanya dilayani baik-baik.” 
(hasil wawancara pada 22 Januari 2014). 
Hal ini dibenarkan pula oleh Rustam yang mengurus permohonan 
bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang mengatakan bahwa : 
“tidak ada yang persulit, sebenarnya pelayanannya 
bagus, cuma mekanismenya saja yang tidak saya tahu.” (hasil 
wawancara pada 19 Desember 2013). 
Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Jamaluddin yang juga 
mengurus permohonan bantuan dana untuk penyelesaian studi : 
“saya kira tidak dipersulit dek, yang saya rasa itu selama 
saya urus bantuan penyelesaian studi ini tidak ada pegawai 
yang persulit. Kita dilayani dengan baik, pegawai yang 
mengurusi ini juga cukup ramah. Cuma perlu diinformasikan 
kepada masyarakat tentang prosedurnya, atau setidaknya ada 
di pajang papan yang berisi prosedur tersebut.” (hasil 
wawancara pada 19 Desember 2013). 
Pemerintah pada hakekatnya ialah pelayan bagi masyarakat, oleh 
karena itu pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
masyarakat. Dalam artian bahwa dalam memberikan pelayanan, 
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pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 
dan memuaskan masyarakat. Mengingat pentingnya pelayanan ini, maka 
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah 
pusat maupun daerah, harus menyiapakan tenaga pelaksana yang 
profesional di bidangnya, berdedikasi tinggi, dan mampu untuk melayani 
masyarakat dengan berbagai karakter yang berbeda. 
Dan dari beberapa pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa 
pegawai yang bertugas menangani pelayanan di Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pelayanan permohonan bantuan 
sosial, telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan tidak 
melakukan tindakan yang dapat mengahalangi atau mempersulit salah 
satu pihak yang dilayani, serta dalam memberikan layanan juga cukup 
baik dan ramah. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh Pegawai 
Negeri Sipil sebagai bagian daripada aparatur negara yang bertugas 
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, harus memberikan 
pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. 
c. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung dan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa 
setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memberi sesuatu atau 
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara 
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.  
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Menyangkut hal tersebut sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan, bapak Drs. H. Abdul Salam Soba, M.Pd menjelaskan 
bahwa : 
“pengangkatan jabatan di Dinas Pendidikan ini 
berdasarkan aturan kriteria dan tidak pernah ada yang 
melanggar daripada aturan tersebut, karena disitu sudah jelas 
aturan-aturannya bahwa dari segi kepangkatan, dari segi 
pendidikan, dari segi senioritas, berdasarkan aturan-aturan itu 
akan kita promosikan pada yang bersangkutan, dan pasti ada 
prestasi, kalau ada prestasi pasti kita usulkan, selain dengan 
ada prestasi, juga ditunjang dengan pangkat, ditunjang dengan 
Sumber Daya Manusia, kalau kita mengusulkan yang tidak 
sesuai, saya kira tidak pernah kita lakukan di sini karena kita di 
sini sifatnya kan hanya mengusulkan, pengurusannya kan ada 
di Baperjakat.” (hasil wawancara pada 2 januari 2014). 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala Subag Umum dan 
Kepegawaian Dra. Ester Galla, yang mengatakan : 
“kalau masalah pengangkatan jabatan sudah ada 
aturannya dek, dan tidak pernah ada pegawai yang begitu, 
karena sudah ada aturannya, seperti itu. Pegawai di sini juga 
sudah tahu aturan mengenai pengangkatan jabatan, jadi tidak 
ada pegawai yang pernah mengiming-imingkan supaya 
diangkat jabatannya.” (hasil wawancara pada 19 Desember 
2013). 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh kepala subag program Drs. 
Syaiful Amsi, MM yang mengatakan bahwa : 
“pengangkatan jabatan tetap berdasarkan prestasi 
karena itu juga kan kebijakan pimpinan, pimpinan itukan 
berdasarkan disiplin dan kinerja seseorang untuk dipromosikan 
jabatan, jadi di sini hanya batas mempromosikan atau 
mengusulkan, nanti setelah tiba di Gubernur melalui proses 
Baperjakat dan ditetapkan oleh Gubernur. Dan kita harapkan 
selalu seperti itu dan tidak ada yang melanggar, tetap 
menghargai proses.” (hasil wawancara pada 9 januari 2014). 
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Berkaitan dengan hal tersebut, kepala subag keuangan H. M. 
Syarkawi Ramly, SE, MM juga mengungkapkan hal yang sama : 
“pegawai disini tidak pernah ada yang begitu, kita di 
otonomi daerah tidak ada yang pernah berbuat seperti itu.” 
(hasil wawancara pada 19 Desember 2013). 
Selanjutnya, salah satu pegawai di Subag Umum dan 
Kepegawaian bapak Sani Paca, ST menjelaskan hal yang serupa : 
“tidak pernah ada pegawai begitu, kan di sini orang naik 
pangkat kan dua macam, di sini orang naik pangkat kalau 
misalkan pangkat untuk struktural empat tahunan, baru bisa 
naik pangkat, tapi kalau jabatan fungsional minimal dua tahun 
sudah bisa naik pangkat, jadi nda ada yang begitu, apa juga 
mau diurus-urus, karena di sini jelas kalau pengangkatan 
jabatan, artinya di urus tidak di urus naik pangkat tonji, karena 
regulasinya begitu.” (hasil wawancara pada 18 Desember 
2013). 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
pengangkatan jabatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang 
mana dalam mempromosikan atau mengusulkan pegawai untuk diangkat 
jabatannya tetap berdasarkan pada prestasi, kinerja, dan senioritas, serta 
syarat-syarat lain yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diproses di 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selain itu, 
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil juga didasarkan atas periode 
empat tahunan untuk jabatan struktural, dan dua tahunan untuk jabatan 
fungsional tentunya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.  
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Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (2) : 
”Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat 
yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau 
golongan”. 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang 
dimaksud dengan syarat obyektif lainnya antara lain adalah disiplin kerja, 
kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya. 
Oleh karena itu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, baik dalam 
jabatan struktural maupun jabatan fungsional harus dilakukan secara 
selektif, sehingga Pegawai Negeri Sipil terpacu untuk berkompetisi dalam 
meningkatkan profesionalisme sehingga mewujudkan peningkatan mutu 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 
4.6.3. Implementasi Kebijakan berdasarkan Teori Merilee S. 
Grindle 
Keberhasilan implementasi menurut teori Merilee S.Grindle 
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan 
implementasi. Variabel isi kebijakan yang dimaksud disini terfokus oleh 3 
variabel yaitu : 
1. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. 
Dalam rangka membangun aparatur negara agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan 
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dan pembangunan nasional, maka langkah awal yang harus dilakukan 
adalah meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk menumbuhkan 
sikap disiplin tersebut, pemerintah telah mengeluarkan suatu regulasi atau 
aturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
PNS.  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil secara garis besar mengatur tentang kewajiban yang 
harus ditaati dan larangan yang harus dihindari oleh seluruh Pegawai 
Negeri Sipil serta tentunya pemberian sanksi atau hukuman disiplin bagi 
PNS yang melanggar aturan tersebut. Olehnya itu dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jelas tergambar bahwa sasaran dari 
kebijakan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil.  
Adapun manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran yaitu 
dengan adanya peraturan tersebut dapat menjamin terpeliharanya tata 
tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS 
untuk lebih produktif, meningkatkan kedisiplinan pegawai terhadap jam 
kerja, serta mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral.  
Namun sejak diberlakukan peraturan tersebut PNS di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan perubahan 
yang signifikan. Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan penelitian di 
dinas tersebut jelas masih terlihat beberapa pegawai yang melakukan 
pelanggaran disiplin khususnya dalam hal jam kerja, masih ada sebagian 
kecil pegawai yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, 
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serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, 
seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan 4.6.1 mengenai 
kewajiban Pegawai Negeri Sipil. 
2. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.  
Untuk menumbuhkan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 30 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
mengamanatkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan 
pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan 
perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat 
ini. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menetapkan suatu regulasi 
baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
PNS.  
Dengan adanya aturan baru mengenai disiplin Pegawai Negeri 
Sipil, dapat dilihat bahwa banyak perubahan yang diinginkan dari 
kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah 
sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak 
menyebutkan secara rinci jenis hukuman apa saja yang akan diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, sedangkan di 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
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Negeri Sipil, pada bagian ketiga mengenai pelanggaran dan jenis 
hukuman, dibagian tersebut dijelaskan secara rinci hukuman disiplin yang 
akan diterima bagi PNS yang indisipliner.  
Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka diharapkan 
adanya perubahan yang lebih baik khususnya menyangkut kedisiplinan 
Pegawai Negeri Sipil. Serta dengan adanya aturan disiplin tersebut juga 
diharapkan dapat memberi efek jera bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
melanggar aturan disiplin atau indisipliner. 
3. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya 
dengan rinci.  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan kebijakan 
pemerintah yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
baik PNS pusat maupun PNS daerah. Dan dalam peraturan tersebut telah 
menyebutkan implementornya yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian 
Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi dan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur 
wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Dan 
disebutkan pula secara rinci di bagian keempat pasal 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, dan pasal 22 mengenai pejabat yang berwenang menghukum.  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
instansi pemerintah yang melaksanakan aturan tersebut. Olehnya itu yang 
memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang melanggar aturan disiplin adalah Badan Kepegawaian 
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Daerah Provinsi. Dan tentunya untuk pelaksanaan secara teknis dalam 
arti yang bersentuhan secara langsung dengan target group atau 
kelompok sasaran adalah atasan langsung dari masing-masing PNS. 
Seperti yang dijelaskan oleh kepala Subag Umum dan 
Kepegawaian Ibu Dra. Ester Galla mengatakan bahwa : 
“pemberian sanksi berpedoman pada PP no. 53 tahun 
2010 tentang Disiplin PNS, yang mana selama 5 hari berturut-
turut tidak hadir diberi teguran lisan, dan selama 43 hari 
berturut-turut tanpa alasan atau tanpa berita akan dipecat.......  
kalau surat teguran kedua tidak diindahkan, ada 
panggilan surat teguran ke tiga, dan jika masih tidak dipenuhi 
berarti kita melaporkan yang bersangkutan ke BKD untuk 
ditindak lanjuti.” (wawancara pada 19 Desember 2013). 
Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam menerapkan 
sanksi atau hukuman disiplin, atasan langsung yang bersentuhan 
langsung dengan PNS dalam hal ini sebagai kelompok sasaran dari 
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berhak 
menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang indisipliner. Karena atasan 
langsung atau pejabat langsunglah yang dapat secara langsung 
mengawasi serta lebih mengetahui kondisi dari masing-masing 
pegawaianya, dan jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran 
berulang kali atau dengan kata lain ada pegawai yang susah untuk dibina 
barulah pegawai tersebut dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi agar selanjutnya dapat ditindak lanjuti. 
Selanjutnya berdasarkan variabel lingkungan kebijakan dalam hal 
ini terfokus dari dua variabel yaitu : 
1. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. 
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Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
SKPD terbesar di Sulawesi Selatan. Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas 
pendidikan Provinsi SulSel mencapai 731 orang. Saat ini yang menjabat 
sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah bapak 
Drs. H. Abdullah Djabbar, M.Pd. yang mana sebelumnya menjabat 
sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. dalam 
masa kepemimpinannya bapak Abdullah Djabbar telah memberikan 
perubahan yang cukup baik.  
Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pegawai di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bapak Abdul Samad S.E yang 
mengatakan : 
“.............semenjak bapak Abdullah Djabbar menjadi 
kepala Dinas, cukup ada perubahan, karena kepala Dinas 
sekarang ini selalu datang ke kantor, selalu juga ikut upacara 
sama apel pagi. Selalu datang mengawasi kita semua, 
dikontrol, biasa itu bapak kalau pagi-pagi pergi diruangan ta, 
kalau misalnya sedikit ji ada pegawai di ruangan, pasti dia 
tanya bilang kemana semua pegawai mu, kenapa sedikit, biasa 
juga kalau upacara selalu bilang rajin-rajinlah ke kantor, dan 
segala macam, kalau kepala Dinas sekarang ini selalu rajin ke 
kantor, karena dia bilang memang selama tidak ada tugas 
diluar, pasti saya usahakan selalu ke kantor. Beda sama kepala 
Dinas yang dulu, jarang ke kantor, jarang juga ikut upacara, yah 
seperti itu dek, jadi kepala Dinas sekarang ini cukup 
bagus..................” (wawancara pada 3 Desember 2013). 
Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa 
saat ini di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan 
perubahan yang cukup baik bagi seluruh staf pegawainya.  
2. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi target 
group atau kelompok sasaran dari kebijakan PP Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin PNS adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat 
maupun di Daerah. Dan dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.  
Setelah melakukan penelitian terlihat jelas masih ada beberapa 
pegawai yang tidak mematuhi jam kerja yang telah ditentukan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Seperti yang telah 
dipaparkan sebelumnya bahwa keterlambatan pegawai datang ke kantor 
pun beraneka ragam mulai dari 8.30, 09.00, 10.00 bahkan hingga 10.30. 
Dan hal tersebut dibenarkan oleh sekretaris Dinas Pendidikan provinsi 
Sulawesi Selatan serta beberapa pegawai yang juga menjadi informan 
dalam penelitian ini. Mereka membenarkan bahwa memang masih ada 
beberapa pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai dengan jam kerja. 
Selain itu masih ada juga pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaanya 
dengan tepat waktu serta dalam memberikan pelayanan belum optimal. 
Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan dan resposivitas 
kelompok sasaran dalam hal ini pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan masih rendah. 
4.7. Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai 
Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin PNS. Pegawai yang tidak 
menaati kewajiban dan melanggar larangan yang ditentukan dalam 
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peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan maka akan 
dijatuhi hukuman disiplin. Salah satu penyebab rendahnya kualitas 
Pegawai Negeri Sipil adalah banyaknya pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Oleh karena itu hukuman 
disiplin sangat penting diterapkan kepada pegawai yang melanggar aturan 
disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang 
bersangkutan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan tingkat dan jenis hukuman disiplin 
yaitu : 
1) Tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari : 
a. Hukuman disiplin ringan.  
b. Hukuman disiplin sedang.  
c. Hukuman disiplin berat. 
2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 
a. teguran lisan,  
b. teguran tertulis, dan  
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.  
3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari  
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,   
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan   
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun.  
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4) Serta hukuman disiplin berat terdiri dari : 
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun,  
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah, pembebasan dari jabatan,  
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
PNS. 
Adapun data Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi sanksi atau 
hukuman disiplin di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat 
dilihat pada tabel 4.8 : 
Tabel 4.8 
Data PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin di  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 
 
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan 
 
N
o 
Tingkat 
Hukuman Disiplin 
T
ahun 
2
008 
T
ahun 
2
009 
T
ahun 
2
010 
T
ahun 
2
011 
T
ahun 
2012 
T
ahun 
2
013 
J
umlah 
1
. 
Hukuman 
Disiplin Ringan :  
Teguran 
Lisan 
5 7 5 4 3 2 
2
6 
2
. 
Hukuman 
Disiplin Sedang 
- - - - - - - 
3
. 
Hukuman 
Disiplin Berat : 
Pemberhentian 
Tidak Hormat 
1 1 - - - - 2 
 JUMLAH 6 8 5 4 3 2 2
8 
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Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 jumlah 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan yaitu berupa teguran lisan oleh 
pejabat berwenang dalam hal ini atasan langsung adalah sebanyak 5 
orang, tahun 2009 sebanyak 7 orang, tahun 2010 sebanyak 5 orang, 
tahun 2011 sebanyak 4 orang, tahun 2012 sebanyak 3 orang dan tahun 
2013 sebanyak 2 orang, dengan jumlah keseluruhan 26 orang. 
Sedangkan untuk hukuman disiplin sedang pada tahun 2008 hingga 2013 
tidak ada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dan untuk 
hukuman disiplin berat pada tahun 2008 yaitu berupa pemberhentian tidak 
hormat adalah sebanyak 1 orang karena melakukan perkawinan kedua 
tanpa izin dari pejabat berwenang, tahun 2009 sebanyak 1 orang karena 
meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah. 
Berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman disiplin 
sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Abdul 
Salam Soba, M.Pd mengatakan : 
“jadi pemberian sanksi terhadap mereka bergantung 
berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh 
bersangkutan, bahkan sekarang ada beberapa orang yang 
sudah masuk ke pihak Inspektorat ke pembinaan kepegawaian, 
itu mereka sudah diberi sanksi berat, malah kemarin di tahun 
2012 itu ada pegawai yang dipecat karena kedisiplinannya itu 
sudah tidak ada lagi, sudah diberi sanksi peringatan, tertulis, 
berat, tapi akhirnya begitulah, kalau sanksi beratnya disini 
sudah ada dipecat.” (hasil wawancara pada 2 Januari 2014). 
Namun saat peneliti meminta data pemberian sanksi pemecatan 
sehubungan dengan yang dikatakan oleh bapak sekretaris, bagian 
kepegawaian tidak dapat memperlihatkan data tersebut dan menjelaskan 
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bahwa pada tahun 2012 pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan tidak satupun pernah mendapat sanksi pemecatan, 
hanya sebatas sanksi teguran. Berikut wawancara oleh salah satu 
pegawai di subag umum dan kepegawaian Drs. Mappisau : 
“tahun 2012 tidak ada PNS yang dipecat, terakhir ada 
pemecatan itu tahun 2009.” (hasil wawancara pada 14 Februari 
2014). 
 
Dan setelah dikonfirmasi lagi, bapak sekretaris pun meralat bahwa 
tahun 2012 tidak ada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat yang 
berupa pemecatan, melainkan hanya sanksi  teguran. Berikut kutipan 
wawancara oleh bapak sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan : 
“oo,iya.. keliru itu, tahun 2012 tidak ada PNS yang 
dipecat, melainkan diberi teguran, lalu dilakukan pembinaan, 
yah seperti itu.”(hasil wawancara pada 14 Februari 2014). 
Berkaitan dengan hal tersebut, kepala subag umum dan 
kepegawaian ibu Dra. Ester Galla mengatakan bahwa : 
“pemberian sanksi berpedoman pada PP no. 53 tahun 
2010 tentang Disiplin PNS, yang mana selama 5 hari berturut-
turut tidak hadir diberi teguran lisan, dan selama 43 hari 
berturut-turut tanpa alasan atau tanpa berita akan dipecat, tapi 
selama ini kan pegawai di sini tidak ada yang begitu karena 
batas izin itu hanya 3 hari, bagi yang tidak ada berita lebih dari 
lima hari itu akan diberi surat teguran pertama, kemudian surat 
teguran kedua, kalau surat teguran kedua tidak diindahkan, ada 
panggilan surat teguran ke tiga, dan jika masih tidak dipenuhi 
berarti kita melaporkan yang bersangkutan ke BKD untuk 
ditindak lanjuti.” (wawancara pada 19 Desember 2013). 
Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala subag keuangan H. 
M. Syarkawi Ramly, SE, MM yang mengatakan : 
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“penerapan sanksi itu hanya sifatnya teguran artinya 
kalau yang lain-lain belumlah karena saya juga rutin melakukan 
rapat evaluasi kinerja setiap sebulan sekali.” (hasil wawancara 
pada 19 Desember 2013). 
Selanjutnya, pegawai di subag umum dan kepegawaian ibu Yummi, 
S.sos mengatakan : 
“kalau penerapan sanksinya palingan cuma dikasih 
teguran-teguran begitu, sejauh ini masih ditegur-tegur begitu 
saja, artinya ada kebijakanlah.” (wawancara pada 12 
Desember). 
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pegawai di subag umum 
dan kepegawaian bapak Sani Paca, ST juga mengungkapkan bahwa : 
“masalah sanksi itu, setahu saya hanya teguran, tapi 
sifatnya teguran yang diberi itu membangun.” (hasil wawancara 
pada 12 Desember 2013). 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan 
sanksi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan 
aturan disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, 
yang mana pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat 
pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar atau 
indisipliner.  
 
 
  
119 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilihat dari 
kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban masih rendah, 
hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran pegawai 
terhadap jam kerja, masih ada sebagian kecil pegawai yang 
menyelesaikan pekerjaanya tidak tepat waktu, serta pelayanan 
yang diberikan belum optimal. Dan penegakan aturan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dilihat dari kesanggupan pegawai untuk 
menghindari larangan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan 
yang berlaku, yang mana pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Selatan tidak menerima pemberian apapun baik yang 
berhubungan dengan jabatan maupun pekerjaannya, tidak 
mempersulit pihak yang dilayani, serta dalam mengusulkan 
pegawai untuk diangkat jabatannya tetap berdasarkan syarat-
syarat yang telah ditentukan.  
2. Penerapan sanksi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan sudah sesuai dengan aturan disiplin PNS yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, yang mana 
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pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran 
yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar atau indisipliner.  
5.2. Saran  
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka adapun saran 
yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : 
1. Sistem absen elektronik (check clock) harus segera diterapkan 
di instansi-instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan, agar dapat merubah kebiasaan-
kebiasaan terlambat dan pulang cepat pegawai. Dan hendaknya 
sistem pelaksanaan absensi tersebut dilakukan di pagi hari, 
siang hari, dan sore hari, agar para pegawai tidak meninggalkan 
kantor saat jam kerja. 
2. Perlunya peningkatan pengawasan atasan, agar secara 
langsung dapat mengetahui kemampuan dan tingkat 
kedisiplinan para staf pegawainya. 
3. Perlu menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kepada seluruh 
pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 
agar lebih mengetahui tentang aturan kewajiban dan larangan 
PNS serta sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan 
tersebut. 
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Drs. H. Mustafa, 
MM. 
 
SEKSI 
KURIKULUM DAN 
PENILAIAN 
Dra.Adriana 
Duma,M.Pd 
UPTD BALAI 
PENGEMBANGAN 
KEGIATAN BELAJAR 
Drs.Ahmad 
Parumbian,M.Pd 
SUBAG TATA 
USAHA 
Drs. Usman, MM. 
 
 
BIDANG PENDIDIKAN 
NONFORMAL DAN INFORMAL 
Drs.H.Djamal 
Abdi,M.Ed. SEKSI PEMBINAAN  
PAUD 
A. Selle, SE. 
SEKSI PEMBINAAN 
 KESETARAAN 
Dra. Hj. Andi HidayatI, 
M.Si 
SEKSI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN 
KELEMBAGAAN 
Asqar, SE, MM. 
SUBAG TATA USAHA 
Drs. Jasmin Cangara, 
M.Pd 
UPTD BALAI 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KEJURUAN TEHNOLOGI 
Dr. Dra. Hj. Kartini 
Saade, M.Pd 
KEPALA DINAS 
Drs. H. ABDULLAH 
DJABBAR, M.Pd. 
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DAFTAR  PERTANYAAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
Nama : 
Umur : 
Pekerjaan : 
1. Apa yang anda pahami tentang aturan disiplin PNS? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
2. Jam berapakah anda biasanya masuk kerja dan pulang kerja? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
3. Apa yang biasanya menyebabkan anda datang dan pulang tidak 
sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
4. Bagaimana penilaian anda terhadap pegawai yang datang dan 
pulang tidak sesuai dengan jam kerja? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
5. Apakah masing-masing pegawai sudah mengetahui sasaran 
kerjanya? 
........................................................................................................... 
............................................................................................................ 
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6. Secara umum bagaimana pencapaian sasaran kerja para pegawai? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
7. Secara umum bagaimana kinerja para pegawai? Apakah dalam 
menyelesaikan tugasnya sudah tepat waktu? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
8. Apakah ada masalah tertentu dalam proses pelayanan 
permohonan bantuan sosial yang anda temui? Jika ada, sebutkan! 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
9. Bagaimana prosedur dalam pengurusan pelayanan permohonan 
bantuan sosial? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
10. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan 
permohonan bantuan sosial? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pelayanan permohonan bantuan sosial? 
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 
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12. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus permohonan 
bantuan sosial? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
13.  Apakah ada pegawai yang menerima hadiah/pemberian apa saja 
yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
14. Apakah ada pegawai yang menghalangi/mempersulit proses 
pelayanan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani? 
Bagaimana penilaian anda terhadap hal tersebut? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
15. Bagaimana proses pengangkatan jabatan di Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah ada pegawai yang memberi 
atau menyanggupi akan memberi sesuatu baik secara langsung 
atau tidak langsung untuk diangkat dalam jabatan? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
16. Bagaimana prosedur pemberian sanksi di Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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17. Apakah pemberian sanksi sudah betul-betul diterapkan bagi 
pegawai yang melanggar aturan disiplin? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
DAFTAR  PERTANYAAN  
UNTUK MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN 
Nama : 
Umur : 
Pekerjaan : 
1. Jenis pelayanan apa yang anda proses di Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
2. Bagaimana prosedur dalam pengurusan permohonan bantuan 
sosial anda? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
3. Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk menyelesaikan 
prosedur tersebut? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
4. Apa saja syarat yang harus anda penuhi untuk mengajukan 
permohonan bantuan sosial? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
5. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk mengurus pelayanan 
permohonan bantuan sosial? 
............................................................................................................ 
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6. Bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh pegawai yang melayani 
anda? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
7. Secara umum bagaimanakah penilaian anda terhadap sistem 
pelayanan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan? 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
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(Papan Nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) 
 
(Bagian Depan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) 
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(Foto bersama bapak sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan) 
 
 
(Foto bersama salah satu pegawai bagian perpustakaan) 
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(Foto salah satu penerima layanan sedang mengajukan permohonan 
bantuan sosial) 
 
 
(suasana kerja di bagian perpustakaan) 
 
